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P E M E R I N T A H    K A B U P A T E N 

L E M B A T A 



 
 

 

BUPATI LEMBATA 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI LEMBATA 

NOMOR 40 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LEMBATA, 

 

 

Menimbang     : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2024 dan untuk 

melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, maka Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2024 perlu ditinjau kembali; 

 b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya pencapaian 

arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lembata Nomor 44 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun 2023-2026; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024. 



 

  

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lembata(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3967); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 



 
 

 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah 

Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 496); 

 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 

Nomor 001 Seri E Nomor 001); 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21); 

 



 

 18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 

Nomor 44); 

 19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 

22); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA 

TAHUN 2024. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 

2. Bupati adalah Bupati Lembata. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata. 

6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2024. 

 

Pasal 2 
 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon 



 
 

Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. 

 

BAB II 

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 
 

Pasal 3 
 

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun, dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024; 

b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024; 

c. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 4 
 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 

berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program 

kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran 

Pemerintahan Daerah. 

 

 BAB IV 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 5 
 

1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika 

penyusunan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan; 

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; 

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan 

Bab VI : Penutup. 



2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 
BAB V 

PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Lembata. 

 

Ditetapkan di Lewoleba 

pada tanggal, 02 Agustus 2024 

 

 

 

 

 
 

Diundangkan di Lewoleba 

pada tanggal, 02 Agustus 2024 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 40 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk 

menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan 

pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu 

di daerah. 

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 

bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan 

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan 

kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan 

Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau 

pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 
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Permendagri  86 Tahun 2017 pasal 343, memberikan ruang 

untuk dilakukan perubahan terhadap RKPD. Perubahan tersebut 

dalam rangka untuk menyesuaikan antara rencana pembangunan yang 

telah ditetapkan dengan kondisi aktual pembangunan daerah pada 

tahun berjalan. Dan Kabupaten Lembata pada tahun berjalan telah 

terjadi perubahan dimana prediksi ekonomi makro dan program 

kegiatan yang pada awal perencanaan mengalami perubahan yang 

signifikan dan adanya saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus 

digunakan untuk tahun berjalan, maka oleh sebab itu perlu disusun 

perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan ini dinilai sangat penting 

untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan 

penganggaran untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah.   

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi 

landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 

2024 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP 

Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam 

bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

APBD) Tahun Anggaran 2024.  

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Lembata(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri 

E Nomor 001); 
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17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 20240-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2023 Nomor 7); 

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2023 Nomor 37); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 

Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lembata Nomor 21); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lembata Nomor 288); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 

2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 

Nomor 306); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun 2023 Nomor 4  ); 
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23. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44); 

24. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 3); 

25. Peraturan Bupati Lembata Nomor 51 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lembata Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata 

Tahun 2023 Nomor 51); 

26. Peraturan Bupati Lembata Nomor 34 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor  34). 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah 

untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses 

perencanaan dan proses penganggaran pembangunan daerah dan 

juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta 

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam 

pembangunan daerah.  

2. Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah: 

a. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan 

APBD (KUA-APBD-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan APBD dan untuk menyusun Perubahan 

RAPBD Tahun Anggaran 2024.  
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b. Menjadi acuan bagi PD dalam penyusunan Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berupa program 

dan kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD tahun 2024; 

c. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian sasaran 

RPD Tahun 2023-2026; 

d. Menjadi instrument pelaksanaan RPD untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 

e. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD 

Adapun alasan yang mendasari perubahan RKPD terjadi karena 

adanya perubahan asumsi daerah meliputi: (1) Adanya pergeseran 

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja 

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran 

kegiatan; dan (2) Adanya perubahan perkembangan kondisi 

perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, sebagaimana uraian berikut ini:  

1. Adanya Pergeseran Anggaran 

Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

2. Melakukan penyesuaian Silpa 

Melakukan penyesuaian terhadapt sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun anggaran 2023 yang telah dianggarkan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 

menganggarakan sisa pekerjaan tahun anggaran 2023 yang 

bersumber dari DAK tahun 2023 dengan menggunakan sisa kas 

pada RKUD dan Rasionalisasi Belanja. 

3. Penyesuaian Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK 
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Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pengelolaan DAK 

tahun 2024. 

4. Melakukan beberapa kebijakan terutama terkait alokasi belanja 

pada 

semua SKPD, dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar 

SKPD, antar Program/Kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek 

belanja dan antar uraian belanja. 

5. Adanya perubahan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan 

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, 

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah. 

 

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lembata Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD 

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD  

Sampai Triwulan II Tahun Berkenaan 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

 

 

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan 

untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud 

adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, 

dan tahunan. Evaluasi terhadap hasil triwulan II antara lain meliputi evaluasi 

terhadap RKPD yang diperoleh dari hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah 

sampai dengan triwulan II tahun 2024. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi 

umpan balik bagi perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan 

konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 

pembangunan daerah di kabupaten, konsistensi antara RKPD dengan RPD, 

Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten dengan 

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, 

dan kabupaten. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi input bagi penyusunan 

Perubahan RKPD tahun berjalan dan tahun berikutnya. 

Hasil evaluasi sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel II.1 

sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

    



 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

DINAS PENDIDIKAN 100 662,791,738,266        -                     -                 32.41                       210,058,325,753      3.88             20,230,326,384      6.33                           20,307,006,041       31.48             19.30        10.20                                40,537,332,425        10.20      6.12           

 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

100 662,791,738,266        -                     -                 32.41                       210,058,325,753      3.88             20,230,326,384      6.33                           20,307,006,041       31.48             19.30        10.20                                40,537,332,425        10.20      6.12           

 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PENDIDIKAN 

100 662,791,738,266        -                     -                 32.41                       210,058,325,753      3.88             20,230,326,384      6.33                           20,307,006,041       31.48             19.30        10.20                                40,537,332,425        10.20      6.12           

 PROG. PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 Cakupan Pelayanan administrasi 
perkantoran dalam mendukung tupoksi 
perangkat daerah 

100 482,702,810,600        -                     -                 24.17                       136,941,253,846      3.29             19,601,966,384      10.07                         19,408,717,569       55.28             28.49        13.36                                39,010,683,953        13.36      8.08           

PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN Presentase Satuan Pendidikan yang 
memenuhi standar jumlah dan kualitas 
barang dan /atau jasa sesuai SPM 
Pendidikan.

100 177,256,506,824        -                     -                 14.73                       70,848,021,422         -                12,300,000              0.58                           700,348,472             3.94               1.01          0.58                                  712,648,472              0.58        0.40           

PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN

Angka Melek Huruf dan Rasio 
Ketersedian  Sekolah Perpenduduk Usia 
Sekolah

100 2,832,420,842             -                     -                 58.33                       2,269,050,485           8.33             616,060,000            8.33                           197,940,000             28.57             35.87        16.67                                814,000,000              16.67      28.74        

DINAS KESEHATAN % 100 334,224,047,312        -                     -                 23.43                       89,206,132,188         5.49             8,002,244,487        4.42                           15,027,052,960       42.28             25.82        9.91                                  23,029,297,447        9.91        6.89           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 179,293,427,990        -                     -                 20.84                       44,520,930,450         3.93             7,102,205,307        4.94                           13,302,875,121       42.56             45.83        8.87                                  20,405,080,428        8.87        11.38        

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Sarana Fasilitas Layanan 
Kesehatan yang dipelihara

Unit 20 140,573,041,336        -                     -                 20.00                       41,775,873,011         5.00             900,039,180            5.00                           1,671,771,935         50.00             6.16          10.00                                2,571,811,115           50.00      1.83           

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan 
Per Satuan Penduduk

% 85 1,562,443,026             -                     -                 5.00                         1,484,094,400           1.25             -                                  1.25                           14,052,400               50.00             0.95          2.50                                  14,052,400                 2.94        0.90           

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin
Usaha

Dokumen 40 8,951,960,760             -                     -                 10.00                       33,896,000                 2.50             -                                  2.50                           -                                   50.00             -                 5.00                                  -                                     12.50      -                  

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat

% 100 3,843,174,200             -                     -                 25.00                       1,391,338,327           6.25             -                                  1.56                           38,353,504               31.25             2.76          7.81                                  38,353,504                 7.81        1.00           

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH -                         55,101,319,810           -                     -                 100.00                    46,568,766,044         19.00           4,779,421,042        18.85                         8,459,226,683         37.85             28.43        37.85                                13,238,647,725        #DIV/0! 24.03        

Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan 
Dengan Pelayanan Dasar

                          -            55,101,319,810                       -                   -                      100.00           46,568,766,044             19.00          4,779,421,042                           18.85           8,459,226,683 37.85             28.43        37.85                                13,238,647,725        #DIV/0! 24.03        

Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan                           -            55,101,319,810                       -                   -                      100.00           46,568,766,044             19.00          4,779,421,042                           18.85           8,459,226,683 37.85             28.43        37.85                                13,238,647,725        #DIV/0! 24.03        

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota

                          -            27,237,512,990                      100.00           22,226,799,032             10.75          3,816,755,582                           18.82           6,133,749,071 29.58             44.77        29.58                                9,950,504,653           #DIV/0! 36.53        

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT

                          -            27,863,806,820                      100.00 13,749,758,572                     15.26 222,869,430                                        6.58 1,106,252,173         21.84             9.67          21.84                                1,329,121,603           #DIV/0! 4.77           

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

                                      -                        100.00           10,016,392,800             50.00             739,796,030                           50.00           1,084,851,723 100.00          18.22        100.00                             1,824,647,753           #DIV/0! #DIV/0!

9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100 %5 6 7
Triwulan I Triwulan II
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 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1). 
Tahun 2023 

3 4  

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2023

Kabupaten Lembata 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah,Program/ Kegiatan dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Satuan

 Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 
2026

(Akhir Periode RPJMD)

 Realisasi Capaian 
Kinerja RKPD s/d Tahun 
Lalu (n-2). Tahun 2022 

 Tingkat Capaian Kinerja 
dan Realisasi Anggaran 

RKPD (%) 

 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 
Tahun n-1 

 Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 

Anggaran RPJMD s/d 
Tahun n-1

(%)

 Target Kinerja dan Anggaran RKPD 
Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1). 

Tahun 2023 



PROGRAM PEEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

                                      -                        100.00                 575,815,640                    -                                      -                                  -                 134,373,716 -                      23.34        -                                         134,373,716              #DIV/0! #DIV/0!

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG % 100 64,245,160,876           48.56                       155,331,357,187      3.73             1,519,281,613        0.89                           2,026,064,157         9.50               2.28          4.61                                  3,545,345,770           4.61        5.52           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 6,688,693,270             26.39                       6,517,489,897           5.17             1,207,039,876        4.14                           1,880,647,257         35.30             47.38        9.31                                  3,087,687,133           9.31        46.16        

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR (SDA)

100 3,700,000,000             28.17                       2,729,480,206           2.50             6,752,500                2.50                           23,362,200               17.75             1.10          5.00                                  30,114,700                 5.00        0.81           

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM

% 100               7,200,000,000                         12.50 13,108,034,748                            -   96,716,350                                          3.13 122,054,700             25.00             1.67          3.13                                  218,771,050              3.13        3.04           

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 
REGIONAL

% 100                  150,000,000                                     -   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Meningkatnya Persentase 
Pengembangan Sistem Air Limbah

% 100               6,545,852,195                         99.80 6,338,264,201                              -   47,850,800                                               -   -                                   -                      0.75          -                                         47,850,800                 -               0.73           

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

% 100                  200,000,000                 619,845,264 -                                                   - -                             -                                   #DIV/0! -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 
GEDUNG

% 100                  200,000,000                           2.00                   99,873,600                    -                    1,796,750                                  -                                       - -                      1.80          -                                         1,796,750                   -               0.90           

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA

% 100                     50,000,000                      100.00                   99,961,025                    -                    2,903,750                                  -                                       - -                      2.90          -                                         2,903,750                   -               5.81           

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN % 100 38,735,615,411           129.03                    125,273,408,400      30.65           77,345,750              -                             -                                   23.75             0.06          30.65                                77,345,750                 30.65      0.20           

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI

% 100                  325,000,000                         80.00                   99,999,846               2.67                  1,430,000                                  -                                       - 3.33               1.43          2.67                                  1,430,000                   2.67        0.44           

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG

% 100 450,000,000                 56.25                       445,000,000               -                77,445,837              -                             -                                   -                      17.40        -                                         77,445,837                 -               17.21        

% 100 40,024,047,450           -                     -                 11.26                       6,602,089,930           2.68             571,791,911            2.76                           972,258,354             48.39             23.39        5.45                                  1,544,050,265           5.47        3.86           

 Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 

% 100 40,024,047,450           -                     -                 11.26                       6,602,089,930           2.68             571,791,911            2.76                           972,258,354             48.39             23.39        5.45                                  1,544,050,265           5.47        3.86           

 Program Penunjang Urusan 
Pemerintaahan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Cakupan Pelayanan Administrasi 
prkantoran dalam mendukung Tupoksi 

% 96            12,896,810,654                       -                   -                         11.48             2,611,204,376               2.72             530,190,533                             3.37               778,389,825 53.03             50.11        6.09                                  1,308,580,358           6.33        10.15        

 Program  Pengembangan Perumahan  Prosentase pembangunan rumah layak 
huni untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah ,korban bencanarelokasi program 
pemerintah 

% 100 1,375,465,886             -                     -                 0.68                         420,864,853               -                863,650                    -                             6,389,679                  -                      1.72          -                                         7,253,329                   -               0.53           

 Program Kawasan Permukiman  Meningkatnya kualitas lingkungan yang 
sehat dan aman yang didukung dengan 
PSU 

% 100 2,000,000,000             -                     -                 25.00                       750,000,000               6.25             15,049,328              6.25                           25,299,739               50.00             5.38          12.50                                40,349,067                 12.50      2.02           

 Program Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

 menurunnya persentase kawasan kumuh 
perkotaan khususnya kota Lewoleba 

% 100 15,536,851,080           -                     -                 2.92                         690,134,529               -                3,062,450                -                             42,100,051               -                      6.54          -                                         45,162,501                 -               0.29           

 Program Peningkatan Prasarana,Sarana 
dan Utilitas Umum  ( PSU ) 

 Cakupan Lingkungan yang sehat dan 
aman yang diduking dg PSU 

% 100 6,900,000,000             -                     -                 25.00                       1,677,703,220           6.25             1,041,950                6.25                           86,552,708               50.00             5.22          12.50                                87,594,658                 12.50      1.27           

 Program Penyeleaian Ganti  Kerugian 
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan  

 Meningkatnya  Kualitas Pemataan 
Penuasaan pemilikan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

% 100 1,154,419,830             -                     -                 25.00                       452,182,952               6.25             21,584,000              6.25                           33,526,352               50.00             12.19        12.50                                55,110,352                 12.50      4.77           

 Program Penetapan  Tanah Ulayat  Tercapainya kwalitas pentaan 
,penguasaan kepemilikan dan 
penggunaan tanah 

% 100 21,000,000                   -                     -                 -                           -                                 -                -                                  -                             -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

 Program Pengelolaan Tanah Kososng  Meningkatnya kualitas Pengelolaan 
Tanah Kososng 

% 100 139,500,000                 -                     -                 -                           -                                 -                -                                  -                             -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100                   23,968,126,121           34.85                       5,607,736,728           2.12             715,194,312            6.19                           1,957,105,543         23.85             47.65        8.31                                  2,672,299,855           8.31        11.15        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

100                   19,475,780,770           18.55                       3,482,619,110           8.30             568,595,954            4.15                           1,206,960,376         
67.12             50.98        12.45                                1,775,556,330           12.45      9.12           

 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 



PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM

100                   2,509,682,600             20.85                       1,925,117,618           0.18             146,598,358            7.28                           726,249,317             
35.76             45.34        7.46                                  872,847,675              7.46        34.78        

PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGA, PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN

200                   1,982,662,751             100.00                    200,000,000               -                -                                  13.33                         23,895,850               

13.33             11.95        13.33                                23,895,850                 6.67        1.21           

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH

100 14,856,260,484           -                     -                 7.90                         16,767,560,163         1.70             554,830,445            2.07                           4,809,311,730         47.64             31.99        3.76                                  5,364,142,175           3.76        36.11        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT

100 14,856,260,484           -                     -                 7.90                         16,767,560,163         1.70             554,830,445            2.07                           4,809,311,730         47.64             31.99        3.76                                  5,364,142,175           3.76        36.11        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Cakupan pelayanan 
administrasi perkantoran dalam 
mendukung tupoksi perangkat daerah

% 100 10,176,005,683           -                     -                 11.69                       2,220,725,978           2.44             478,842,645            3.18                           660,846,240             48.15             51.32        5.63                                  1,139,688,885           5.63        11.20        

PROGRAM PENANGGULANGAN 
BENCANA

Persentase Daerah Rawan Bencana yang 
Memiliki Kemampuan Manajemen 
Penanggulangan Bencana, Cakupan 
Daerah Rawan Bencana yang Ditangani

% 100 4,680,254,801             -                     -                 4.11                         14,546,834,185         0.95             75,987,800              0.95                           4,148,465,490         46.18             29.04        1.90                                  4,224,453,290           1.90        90.26        

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA % 100 16,774,384,507           -                     -                 23.67                       3,426,516,110           0.72             485,093,893            3.96                           873,779,277             19.76             39.66        4.68                                  1,358,873,170           4.68        8.10           

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Cakupan Pelayanan Admnistrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 10,800,355,908 19.71 2,678,956,358 3.60 485,093,893 7.62 783,439,589 56.91             47.35        11.22                                1,268,533,482           11.22      11.75        

PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Ditata sesuai 
standar

% 100 350,000,000                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA 
DESA

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal % 100 350,000,000                         57.14                     8,391,400                    -                                      -                                  -                                       - -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa Tata Kelola Pemerintah 
yang efektif dan efisien

% 100 3,774,999,999                         24.36                   66,608,614                    -                                      -                             8.85                   5,690,000 36.32             8.54          8.85                                  5,690,000                   8.85        0.15           

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Desa  Mandiri % 100 1,499,028,600 17.13 672,559,738 - - 3.32 84,649,688 19.39             12.59        3.32                                  84,649,688                 3.32        5.65           

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK % 100 3,785,812,516             -                     -                 42.47                       2,809,714,633           0.53             352,917,037            22.19                         834,531,985             53.49             42.26        22.72                                1,187,449,022           22.72      31.37        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 2,416,409,146             -                     -                 13.59                       1,787,144,404           3.68             327,042,037            3.41                           555,002,456             52.18             49.35        7.09                                  882,044,493              7.09        36.50        

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

100 265,000,000                 -                     -                 9.00                         181,157,712               -                -                                  0.67                           169,747,712             7.41               93.70        0.67                                  169,747,712              0.67        64.06        

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prosentase Terselenggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

100 394,991,470                 -                     -                 40.99                       393,217,902               0.05             25,875,000              3.73                           35,446,852               9.23               15.59        3.78                                  61,321,852                 3.78        15.52        

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 
KELUARGA

Cakupan pelaksanaan PUG
dalam keluarga

100 168,000,000                 -                     -                 61.24                       228,824,657               -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 
GENDER DAN ANAK

Prosentase Terselenggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

100 86,000,000                   -                     -                 50.00                       29,370,185                 -                -                                  50.00                         14,335,185               100.00          48.81        50.00                                14,335,185                 50.00      16.67        

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Persentase Desa Layak Anak menuju 
Kabupaten Layak Anak

100 395,411,900                 -                     -                 25.00                       129,999,993               -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 
ANAK 

 Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

100 60,000,000                   -                     -                 97.50                       59,999,780                 -                -                                  97.50                         59,999,780               100.00          100.00     97.50                                59,999,780                 97.50      100.00      

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA % 100 29,247,655,100           -                     -                 27.34                       10,786,733,646         1.41             824,660,271            4.44                           1,956,161,188         21.37             25.78        5.84                                  2,780,821,459           5.82        9.51           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
SOSIAL

% 101            12,634,493,320                       -                 -                           30.67             3,499,453,908               1.30             568,376,371                             7.61           1,028,772,340 29.02             45.64        8.90                                  1,597,148,711           8.84        12.64        

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase pemenuhan kebutuhan 
penunjang Perangkat Daerah

% 103            11,694,858,900                       -                 -                           22.12             2,924,769,222               5.18             538,576,371                             5.00               897,883,099 46.04             49.11        10.18                                1,436,459,470           9.89        12.28        

Program Pemberdayaan Sosial Persentase (%) warga KAT yang 
meningkat kemandiriannya dalam 
mengakses pelayanan sosial dasar

%                     100                  145,000,000                       -                 -                           57.14                   23,117,686                    -                                    -                                    -                     5,554,900 -                      24.03        -                                         5,554,900                   -               3.83           



Program Rehabilitasi Sosial Persentase Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan 
Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar 
Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya

%                     100                  475,000,000                       -                 -                           18.43                 418,400,000                    -                  29,800,000                           12.92               109,557,441 70.09             33.31        12.92                                139,357,441              12.92      29.34        

Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan 
Sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah tanggap 
darurat bencana daerah kabupaten/kota

%                     100                  319,634,420                   -                         25.00                 133,167,000                    -                                    -                             12.50                 15,776,900 50.00             11.85        12.50                                15,776,900                 12.50      4.94           

URUSAN PEMERINTAHAN  BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

%                     100            16,613,161,780                       -                 -                           24.00             7,287,279,738               1.52             256,283,900                             1.27               927,388,848 11.60             16.24        2.79                                  1,183,672,748           2.79        7.12           

Program Pengendalian Penduduk Cakupan pelaksanaan program 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dalam rangka Pengendalian Kuantitas 
Penduduk

%                     100                  330,000,000                       -                 -                           25.00                 208,800,050               3.13                14,313,900                             3.13                 17,621,000 25.00             15.29        6.25                                  31,934,900                 6.25        9.68           

Program Pembinaan Keluarga Berencana 
(KB) 

Cakupan Pelayanan Pembinaan Keluarga 
Berencana Kabupaten/Kota

%                     100            14,291,321,780                       -                 -                           24.84             5,267,030,840               1.43             241,970,000                             0.53               244,379,000 7.90               9.23          1.96                                  486,349,000              1.96        3.40           

Program Pemberdayaan dan Peningkatan 
Keluarga Sejahtera (KS) 

Cakupan Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga

% 100                   1,991,840,000             -                     -            22.17                       1,811,448,848           -                -                             0.14                           665,388,848             0.65               36.73        0.14                                  665,388,848              0.14        33.41        

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 100 25,996,242,345           -                     -                 25.00                       4,374,166,545           2.57             541,945,434            5.67                           994,905,910             32.99             35.13        8.25                                  1,536,851,344           8.25        5.91           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam mendukung tupoksi 
perangkat daerah

% 100 15,051,259,395           25.00                       2,531,390,012           5.13             482,195,400            4.68                           796,929,469             39.23             50.53        9.81                                  1,279,124,869           9.81        8.50           

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN 
HIDUP

Ketersediaan Dokumen Perencanaan 
Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan 
RPPLH dan KLHS

Dokumen 100 1,178,018,310             25.00                       486,606,024               -                22,776,974              -                             529,050                     -                      4.79          -                                         23,306,024                 -               1.98           

PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya Persentase kesadaran 
masyarakat terhadap pelestarian 
lingkungan

% 100 1,600,000,000             25.00                       527,037,607               9.27             23,542,610              9.27                           57,839,527               74.19             15.44        18.55                                81,382,137                 18.55      5.09           

PROGRAM PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati (Kehati)

% 0 2,300,000,000             0.01                         17,544,999                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN 
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH B3

Meningkatnya pengendalian bahan 
berbahaya dan beracun (b3) dan limbah 
bahan berbahaya dan beracun (limbah 
b3)

% 100 1,040,000,000             25.00                       103,362,423               -                180,450                    -                             30,759,963               -                      29.93        -                                         30,940,413                 -               2.98           

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH)

Meningkatnya Persentase luasan lahan 
yang telah ditetapkan status kerusakan 
lahan

Dokumen 100 1,642,412,000             25.00                       22,212,550                 -                -                                  -                             13,612,550               -                      61.28        -                                         13,612,550                 -               0.83           

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, 
PELATIHAN DAN PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT

Meningkatnya Persentase Pendidikan, 
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan 
Hidup untuk Masyarakat

% 100 1,504,552,640             25.00                       210,000,000               -                -                                  -                             19,478,626               -                      9.28          -                                         19,478,626                 -               1.29           

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN 
LINGKUNGAN HIDUP

Menurunnya Jumlah Pengaduan 
Lingkungan Hidup

% 100 120,000,000                 25.00                       2,864,875                    -                450,000                    25.00                         2,864,875                  100.00          115.71     25.00                                3,314,875                   25.00      2.76           

PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

Meningkatnya Persentase wilayah 
perkotaan yang memiliki sarana 
pengolahan sampah dan Presentase 
pengurangan sampah diperkotaan

% 100 1,560,000,000             25.00                       473,148,055               6.19             12,800,000              6.44                           72,891,850               50.50             18.11        12.62                                85,691,850                 12.62      5.49           

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100 10,875,027,464           -                     -                 15.36                       3,973,302,384           1.47             589,036,975            0.28                           1,353,273,657         11.40             48.88        1.75                                  1,942,310,632           1.75        17.86        

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten / Kota

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi 
Daerah

100            10,714,941,764                       -                   -                         17.97             3,537,673,519               4.93             568,868,695                             1.39           1,308,290,487 35.17             53.06        6.32                                  1,877,159,182           6.32        17.52        

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Cakupan Kepemilikan 
Dokumen Kependudukan

100                     58,566,500                       -                   -                         17.39                 200,561,995               0.65                  4,600,000                                  -                     2,310,000 3.74               3.45          0.65                                  6,910,000                   0.65        11.80        

PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Dokumen 
Pencatatan Sipil

100                           3.64                 180,000,000                    -                                      -                                  -                   33,989,570 -                      18.88        -                                         33,989,570                 -               #DIV/0!



PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Cakupan Pengelolaan Infarasi 
Kependudukan

100                     50,972,000                       -                   -                         20.00                   42,430,070                    -                  11,658,280                                  -                                       - -                      27.48        -                                         11,658,280                 -               22.87        

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL 
KEPENDUDUKAN 

Ketersedian Dokumen Profil 
KependudukanKabupaten Lembata

100                     50,547,200                       -                   -                         17.78                   12,636,800               1.78                  3,910,000                                  -                     8,683,600 10.00             99.66        1.78                                  12,593,600                 1.78        24.91        

DINAS PERHUBUNGAN % 100 17,974,862,868           -                     -                 61.81                       21,725,148,038         9.17             821,843,277            22.98                         1,640,365,696         52.01             11.33        32.14                                2,462,208,973           32.14      13.70        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

 Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam rangka mendukung 
Tupoksi Daerah 

% 100 15,016,806,140           29.20                       3,893,296,305           5.60             775,629,877            8.48                           1,263,076,621         48.25             52.36        14.09                                2,038,706,498           14.09      13.58        

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

 Meningkatnya
Keselamatan
Transportasi 

% 100 2,006,213,720             -                     -                 68.73                       787,282,971               0.02             11,422,000              38.58                         94,376,623               56.15             13.44        38.60                                105,798,623              38.60      5.27           

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya Pelayanan Pelabuhan Laut 
Kabupaten
Lembata 

% 100 951,843,008                 -                     -                 87.50                       17,044,568,762         21.88           34,791,400              21.88                         282,912,452             50.00             1.86          43.75                                317,703,852              43.75      33.38        

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100                   12,867,874,023           24.65                       3,023,954,437           0.75             466,106,845            0.49                           744,319,061             5.04               40.03        1.24                                  1,210,425,906           1.24        9.41           

URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR

100                   12,336,999,921           23.96                       2,963,850,437           2.26             466,106,845            1.46                           744,319,061             15.55             40.84        3.72                                  1,210,425,906           3.72        9.81           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / 
KOTA

100                   10,353,658,142           21.88                       2,470,739,937           6.78             439,106,845            4.39                           725,118,461             51.08             47.12        11.17                                1,164,225,306           11.17      11.24        

PROGRAM INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase Cakupan Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan Media Masa

100                   721,236,800                 25.00                       64,340,000                 -                -                                  -                             16,460,000               -                      25.58        -                                         16,460,000                 -               2.28           

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya Penerapan Aplikasi 
Informatika

                    100               1,262,104,979                         25.00                 428,770,500                    -                  27,000,000                                  -                     2,740,600 -                      6.94          -                                         29,740,600                 -               2.36           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
STATISTIK

100                   353,945,700                 25.00                       32,535,000                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL

Persentase Ketersedian Dokumen 
Statistik dan Informasi Daerah

100                   353,945,700                 25.00                       32,535,000                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERSANDIAN

100                   176,928,402                 25.00                       27,569,000                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 
INFORMASI

Cakupan Pengelolaan Persandian                     100                  176,928,402                         25.00                   27,569,000                    -                                      -                                  -                                       - -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN % 100 22,591,663,081           -                     -                 37.37                       8,472,757,169           0.34             781,244,438            6.91                           1,423,896,157         19.39             26.03        7.25                                  2,205,140,595           7.25        9.76           

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR

% 100 19,131,663,081           -                     -                 37.80                       4,524,054,188           0.68             781,244,438            7.31                           1,289,384,951         21.16             45.77        8.00                                  2,070,629,389           8.00        10.82        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 
MENENGAH

% 100 19,131,663,081           -                     -                 37.80                       4,524,054,188           0.68             781,244,438            7.31                           1,289,384,951         21.16             45.77        8.00                                  2,070,629,389           8.00        10.82        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100            16,791,663,081                       -                   -                         20.61             3,995,727,264               4.10             781,244,438                             4.17           1,211,120,349 40.12             49.86        8.27                                  1,992,364,787           8.27        11.87        

PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI

Prosentase Koperasi Aktif Unit Usaha 100                     40,000,000                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi Aktif % 100               1,200,000,000                       -                   -                         76.19                 300,280,614                    -                                      -                           19.05                 16,000,000 25.00             5.33          19.05                                16,000,000                 19.05      1.33           

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase Koperasi Aktif % 100                     40,000,000                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM)

Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 100                  550,000,000                       -                   -                         43.33                   24,729,690                    -                                      -                             3.33                   4,506,280 7.69               18.22        3.33                                  4,506,280                   3.33        0.82           

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 
MIKRO (UMKM)

Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 100                  510,000,000                       -                   -                         86.67                 203,316,620                    -                                      -                           17.33                 57,758,322 20.00             28.41        17.33                                57,758,322                 17.33      11.33        

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 100               3,460,000,000                       -                   -                         36.95             3,948,702,981                    -                                      -                             6.50               134,511,206 17.58             3.41          6.50                                  134,511,206              6.50        3.89           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERDAGANGAN

100               2,940,000,000                       -                   -                         66.95             3,878,703,540                    -                                      -                           12.99               123,804,273 19.41             3.19          12.99                                123,804,273              12.99      4.21           

PROGRAM PERIZINAN DAN 
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran 
Perusahaan 

Laporan 100                  100,000,000                       -                   -                      100.00                   11,618,258                    -                                      -                                  -                                       - -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Cakupan sarana distribusi perdagangan % 100                  200,000,000                       -                   -                         37.50             3,242,953,297                    -                                      -                                  -                         831,500 -                      0.03          -                                         831,500                       -               0.42           



PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 
PENTING

Bina Kelompok Pedagang % 100                  250,000,000                       -                   -                      100.00                 152,244,975                    -                                      -                           50.00                 97,681,659 50.00             64.16        50.00                                97,681,659                 50.00      39.07        

PROGRAM STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bina Kelompok Pedagang % 100               2,390,000,000                       -                   -                         30.30                 471,887,010                    -                                      -                             1.97                 25,291,114 6.50               5.36          1.97                                  25,291,114                 1.97        1.06           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERINDUSTRIAN

100                  520,000,000                           6.94                   69,999,441                    -                                      -                                  -                   10,706,933 -                      15.30        -                                         10,706,933                 -               2.06           

PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Cakupan bina kelompok industri 
kecil/pengrajin

% 100                  480,000,000                           5.56                   56,374,758                    -                                      -                                  -                     4,018,500 -                      7.13          -                                         4,018,500                   -               0.84           

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Cakupan bina kelompok industri 
kecil/pengrajin

% 100                     40,000,000                           8.33                   13,624,683                    -                                      -                                  -                     6,688,433 -                      49.09        -                                         6,688,433                   -               16.72        

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU % 100 20,125,995,607           -                     -                 48.02                       2,821,867,851           7.10             343,458,751            5.00                           709,916,490             25.19             37.33        12.10                                1,053,375,241           12.10      5.23           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 17,233,992,941           -                     -                 42.63                       1,980,523,040           7.27             343,458,751            3.75                           587,544,659             25.84             47.01        11.01                                931,003,410              11.01      5.40           

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 
MODAL

Jumlah Investor Investor 5                  615,157,202                                -                     10,085,050                    -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL

Lamanya Proses Perijinan Hari 5               1,276,845,464                           5.00                 199,159,986               1.25                                    -                             1.25                 13,592,087 50.00             6.82          2.50                                  13,592,087                 50.00      1.06           

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Lamanya Proses Perijinan Hari 5                  500,000,000                           5.00                 532,099,801                    -                                      -                                  -                     9,600,000 -                      1.80          -                                         9,600,000                   -               1.92           

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN 
MODAL

Lamanya Proses Perijinan Hari 5                  500,000,000                           5.00                   99,999,974                    -                                      -                             1.00                 99,179,744 20.00             99.18        1.00                                  99,179,744                 20.00      19.84        

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN 100                   11,776,899,297           21.31                       12,225,244,852         1.51             368,023,570            1.37                           759,321,465             13.53             9.22          2.88                                  1,127,345,035           2.88        9.57           
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Cakupan Pelayanan Admnistrasi
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi
Perangkat Daerah

                    100               9,019,306,578                         33.91             1,996,518,144               7.29             297,623,570                             6.87               565,709,365 41.77             43.24        14.16                                863,332,935              14.16      9.57           

Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan

Meningkatnya daya saing pemuda
pelopor pembangunan

100                  518,147,777 13.31                                       307,063,092 -                                                   - -                                               2,240,000 -                      0.73          -                                         2,240,000                   -               0.43           

Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Keolahragaan

Meningkatnya daya saing olahraga antar
kecamatan dan kabupaten

100               1,377,078,162 16.01                                   9,280,736,142 0.25                            70,400,000 -                                           177,555,100 1.58               2.67          0.25                                  247,955,100              0.25        18.01        

Program Pengembangan Kapasitas 
Kepramukaan Meningkatnya kapasitas dan 

pengembangan organisasi kepramukaan

100                                       -   25.00                                       221,835,558 -                                                   - -                                                                 - -                      -                 -                                         -                                     -               #DIV/0!

Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya pengembangan
kebudayaan daerah untuk diperkenalkan
pada event daerah  dan nasional

100                  862,366,780 18.33                                       419,091,916 -                                                   - -                                             13,817,000 -                      3.30          -                                         13,817,000                 -               1.60           

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 100 19,240,031,087           -                     -                 26.37                       3,575,845,772           0.02             444,789,900            0.02                           1,320,074,410         0.18               49.36        0.05                                  1,764,864,310           0.05        9.17           

 URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PARIWISATA 

%                     100            19,240,031,087                       -                   -                         26.37             3,575,845,772               0.02             444,789,900                             0.02           1,320,074,410 0.18               49.36        0.05                                  1,764,864,310           0.05        9.17           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100                   13,994,629,757           14.81                                   2,550,877,999 4.91                         444,789,900 2.86                                         766,428,832 52.46             47.48        7.77                                  1,211,218,732           7.77        8.65           

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 
DESTINASI PARIWISATA

persentase Kunjungan Wisata Jumlah 
kunjungan 

wisata/Oran
g

12,021                           3,335,094,040                   3,913.00                 582,663,900                                    -                                  -                 327,105,230 -                      56.14        -                                         327,105,230              -               9.81           

PROGRAM  PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Orang               53,000               1,159,717,200                13,250.00                   78,000,000                                    -                 18,590,130 -                      23.83        -                                         18,590,130                 -               1.60           

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI 
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL

                                      -                                  -   -                                                    -   -                                  -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     #DIV/0! #DIV/0!

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF

Lama kunjungan hari                     180                  750,590,090                         45.00 364,303,873                           11.25 -                                                            11.25 207,950,218             50.00             57.08        22.50                                207,950,218              12.50      27.70        

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN % 100            16,939,295,822                       -                   -                         19.81             4,080,514,426               0.45             410,511,992                             6.29               775,436,927 34.01             29.06        6.74                                  1,185,948,919           6.74        7.00           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERPUSTAKAAN

% 100               3,305,044,161                       -                   -                         11.19                 745,199,775               0.07                  1,306,700                             0.18                 40,265,310 2.25               5.58          0.25                                  41,572,010                 0.25        1.26           

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN MENIINGKATKAN PENGELOLAAN 
PERPUSTAKAAN DAERAH

% 100               3,225,044,161                       -                   -                         22.38                 745,199,775               0.14                  1,306,700                             0.36                 40,265,310 2.25               5.58          0.50                                  41,572,010                 0.50        1.29           



PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI 
NASIONAL DAN NASKAH KUNO

JUMLAH KOLEKSI NASKHA NASIONAL
DAN NASKAH KUNO

% 100                     80,000,000                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
KEARSIPAN

% 100 13,634,251,661                                   28.43 3,335,314,651                         0.83 409,205,292                                      12.39 735,171,617             46.51             34.31        13.22                                1,144,376,909           13.22      8.39           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

CAKUPAN PELAYANAN ADMINSITRASII
PERKANTORAN DALAM MENDKUNG
TUPOKSII PERANGKAT DAERAH

1 100 13,109,974,161           13.68                       3,225,314,276           3.31             409,205,292            2.57                           692,138,007             43.03             34.15        5.88                                  1,101,343,299           5.88        8.40           

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DAERAH

% 100                  191,277,500                       -                   -                      100.03                 110,000,375                    -                                      -                           47.00                 43,033,610 46.98             39.12        47.00                                43,033,610                 47.00      22.50        

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 
PENYELAMATAN ARSIP

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

% 100                  333,000,000                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN 
ARSIP

TERLAKSANANYA PERIZINAN
PENGGUNAAN ARSIP

% 100                     60,000,000                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

DINAS PERIKANAN  100 23,785,015,493           -                     -                 23.93                       5,113,382,096           5.80             564,421,366            5.80                           1,176,164,465         48.45             34.04        11.59                                1,740,585,831           11.59      7.32           
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 100 23,785,015,493           -                     -                 23.93                       5,113,382,096           5.80             564,421,366            5.80                           1,176,164,465         48.45             34.04        11.59                                1,740,585,831           11.59      7.32           
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KELAUTAN DAN PERIKANAN

100            23,785,015,493                       -                         23.93             5,113,382,096               5.80             564,421,366                             5.80           1,176,164,465 48.45             34.04        11.59                                1,740,585,831           11.59      7.32           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam mendukung tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100            13,177,735,493                       -                         25.29             2,977,335,028               2.45             561,601,366                             3.68               902,005,195 24.24             49.16        6.13                                  1,463,606,561           6.13        11.11        

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 
TANGKAP

Produksi perikanan kelompok nelayan ( 
Jumlah )

Ton 9500               3,172,000,000                   8,000.00             1,701,894,964       2,000.00                  2,820,000                     2,000.00               114,442,460 50.00             6.89          4,000.00                          117,262,460              42.11      3.70           

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 
BUDIDAYA

Produksi perikanan kelompok nelayan ( 
Jumkah )

Ton 9500               3,855,280,000                       -                   -                   8,500.00                 434,152,104       2,000.00                                    -                     2,000.00               159,716,810 47.06             36.79        4,000.00                          159,716,810              42.11      4.14           

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rasio kawasan lindung perairan terhadap 
total luas perairan teritorial

Point 5 160,000,000                 -                                 -                                  -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Rasio Konsumsi Ikan Ton 4750 3,420,000,000             -                                 -                                  -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Persentase 100 21,797,745,943           -                     -                 67.84                       17,423,202,876         8.05             2,499,570,317        10.08                         4,844,216,208         26.72             42.15        18.13                                7,343,786,525           18.13      33.69        

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR

Persentase 100 1,280,865,372             -                     -                 41.67                       188,142,100               -                5,950,000                -                             -                                   -                      3.16          -                                         5,950,000                   -               0.46           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PANGAN

Persentase 100 1,280,865,372             -                     -                 41.67                       188,142,100               -                5,950,000                -                             -                                   -                      3.16          -                                         5,950,000                   -               0.46           

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI 
DAN KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT

Ketersediaan Pangan Utama Persentase 100 698,095,102                 -                     -                 -                           -                                 -                -                                  -                             -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 
PANGAN

Penanganan Daerah Rawan Pangan Persentase 100 276,652,020                 -                     -                 125.00                    188,142,100               -                5,950,000                -                             -                                   -                      3.16          -                                         5,950,000                   -               2.15           

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 
PANGAN

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan 
Pangan

Persentase 100                  306,118,250                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Persentase 100 20,516,880,571           -                     -                 94.00                       17,235,060,776         16.10           2,493,620,317        20.16                         4,844,216,208         38.57             42.58        36.25                                7,337,836,525           36.25      35.76        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERTANIAN

 Persentase 100 20,516,880,571           -                     -                 94.00                       17,235,060,776         16.10           2,493,620,317        20.16                         4,844,216,208         38.57             42.58        36.25                                7,337,836,525           36.25      35.76        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

Persentase 100 14,219,916,404           -                     -                 19.81                       13,627,879,285         1.89             2,486,080,317        5.08                           4,306,165,208         35.18             49.84        6.97                                  6,792,245,525           6.97        47.77        

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Produksi Sektor Pertanian Ton 80900 3,091,858,886             -                     -                 76,200.00              1,080,092,841           13,054.00   5,820,000                13,054.00                27,375,000               34.26             3.07          26,108.00                       33,195,000                 32.27      1.07           

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN

Produksi sektor pertanian Ton 80900 1,869,540,931             -                     -                 76,200.00              454,242,000               13,054.00   1,720,000                19,609.32                67,250,000               42.87             15.18        32,663.32                       68,970,000                 40.37      3.69           

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER

Cakupan pengendalian hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner

persentase 100 569,996,560                 -                     -                 12.50                       171,975,000               -                -                                  2.78                           37,230,000               22.22             21.65        2.78                                  37,230,000                 2.78        6.53           

PROGRAM PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 
PERTANIAN

Cakupan Pengendalian Organisme 
Pengganggu Tumbuhan

persentase 100 330,000,000                 -                     -                 25.00                       22,796,650                 -                -                                  0.28                           5,786,000                  1.11               25.38        0.28                                  5,786,000                   0.28        1.75           

PROGRAM PERIZINAN USAHA 
PERTANIAN

Izin Usaha Pertanian/Peternakan Dokumen 8 95,000,000                   -                     -                 -                           -                                 -                -                                  -                             -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan Bina Kelompok Petani Persentase 100 340,567,790                 -                     -                 25.00                       1,878,075,000           -                -                                  25.00                         400,410,000             100.00          21.32        25.00                                400,410,000              25.00      117.57      

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 100 12,421,081,968           -                     -                 65.52                       2,129,742,272           1.82             374,838,229            1.96                           603,831,189             5.77               45.95        3.78                                  978,669,418              3.78        7.88           



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR

100 12,421,081,968           -                     -                 65.52                       2,129,742,272           1.82             374,838,229            1.96                           603,831,189             5.77               45.95        3.78                                  978,669,418              3.78        7.88           

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
TENAGA KERJA

 100 12,363,408,528           -                     -                 34.26                       2,079,742,456           3.64             374,838,229            3.92                           603,831,189             22.07             47.06        7.56                                  978,669,418              7.56        7.92           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam mendukung tupoksi 
Perangkat Daerah

Persentase 100               7,861,572,848                       -                   -                         19.42             1,893,669,268               4.11             371,338,229                             5.07               594,610,224 47.31             51.01        9.19                                  965,948,453              9.19        12.29        

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA 
KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase 68                     69,774,920                       -                   -                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan berbasis kompotensi

Persentase 100               2,209,852,680                       -                   -                         21.95                 149,999,934                    -                                      -                                  -                         275,000 -                      0.18          -                                         275,000                       -               0.01           

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran pencari kerja yang terdaftar 
yang ditempatkan

Persentase 45               1,959,164,560                   -                         25.00                   12,361,183               8.60                  1,850,000                             8.60                   1,345,000 68.80             25.85        17.20                                3,195,000                   38.65      0.16           

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka sengketa pengusaha/pekerja per 
tahun

Point 37 263,043,520                 -                 53.20                       23,712,071                 1,650,000                -                             7,600,965                  53.20 39.01        -                                         9,250,965                   -               3.52           

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 
TRANSMIGRASI

Persentase transmigran swakarsa Persentase 100 57,673,440                   -                     -                 96.77                       49,999,816                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

SEKRETARIAT DAERAH 324                   80,736,500,498           -                     -                 55.62                       17,973,413,588         6.63             1,041,626,074        8.07                           1,952,612,922         26.43             16.66        14.70                                2,994,238,996           4.54        3.71           

PROGRAM PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN DALAM MENDUKUNG 
TUPOKSI PERANGKAT DAERAH 

% 100                   73,999,940,030           73.51                       15,110,555,806         7.56             936,531,783            12.17                         1,744,802,742         26.85             17.74        19.73                                2,681,334,525           19.73      3.62           

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Cakupan Penyusunan Produk hukum dan 
Pelayanan
Hukum, Jumlah Kordinasi Pengembangan 
Wilayah
Bawahan, Cakupan Kordinasi dan 
Fasilitasi Pelayanan
Sosial dan Kemasyarakatan dan Hari-Hari 
Besar

100                   4,896,148,468             73.56                       2,179,116,517           8.19             85,786,266              10.78                         64,595,080               25.79             6.90          18.97                                150,381,346              18.97      3.07           

PROGRAM PROGRAM PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN

% 771                   1,840,412,000             19.79                       683,741,265               4.14             19,308,025              1.25                           143,215,100             27.25             23.77        5.39                                  162,523,125              0.70        8.83           

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH % 100 96,040,649,991           15.79                       26,450,665,881         0.16             4,292,991,877        1.47                           6,439,128,850         10.33             40.57        1.63                                  10,732,120,727        1.63        11.17        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam mendukung tupoksi 
perangkat daerah

% 100            69,662,815,582                         17.44           18,175,840,863               0.32          3,573,159,941                             0.86           4,602,203,668 6.78               44.98        1.18                                  8,175,363,609           1.18        11.74        

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Jumlah Dokumen Ranperda yang 
Disetujui DPRD

% 100 26,377,834,409           14.14                       8,274,825,018           -                719,831,936            2.08                           1,836,925,182         14.70             30.90        2.08                                  2,556,757,118           2.08        9.69           

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  100 7,461,226,552             -                     -                 16.74                       7,150,549,687           1.83             622,183,603            5.06                           1,384,901,539         41.19             28.07        6.89                                  2,007,085,142           6.89        26.90        

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 100 7,461,226,552             -                     -                 16.74                       7,150,549,687           1.83             622,183,603            5.06                           1,384,901,539         41.19             28.07        6.89                                  2,007,085,142           6.89        26.90        

PERENCANAAN % 100 7,461,226,552             -                     -                 16.74                       7,150,549,687           1.83             622,183,603            5.06                           1,384,901,539         41.19             28.07        6.89                                  2,007,085,142           6.89        26.90        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi 
PD

% 100               3,382,065,492                       -                   -                         23.38             3,320,896,977               4.29             521,989,276                             8.58               960,579,322 55.05             44.64        12.87                                1,482,568,598           12.87      43.84        

PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase kesesuaian program dalam 
dokumen perencanaan tahunan dan 
presentase capaian program/kegiatan 
skala kabupaten yang memenuhi target

100                  724,582,550                       -                   -                         10.61                 626,656,550               3.03                77,954,850                             3.03               136,997,720 57.14             34.30        6.06                                  214,952,570              6.06        29.67        

PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan 
sinergitas Perencanaan Pembangunan 
Daerah

100                  284,153,720                       -                   -                         10.05                 181,936,720                    -                  12,639,477                             3.96                 35,324,213 39.37             26.36        3.96                                  47,963,690                 3.96        16.88        

PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH

Cakupan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan daerah

100               3,070,424,790                       -                   -                         22.92             3,021,059,440                    -                    9,600,000                             4.69               252,000,284 20.45             8.66          4.69                                  261,600,284              4.69        8.52           

BADAN KEUANGAN DAERAH % 100                   237,354,118,358        22.54                       205,386,427,102      1.53             8,980,611,243        2.57                           67,238,281,359       18.21             37.11        4.11                                  76,218,892,602        4.11        32.11        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

%
                    100            30,250,315,317                         17.53           19,016,551,601               2.21          3,934,397,863                             3.91           6,715,629,513 

34.90             56.00        6.12                                  10,650,027,376        6.12        35.21        

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH

Persentase Perangkata daerah  yang 
menyampaikan Laporan Keuangan tepat 
waktu menuju WTP

%
              100.00          205,833,803,041                         25.00        185,837,014,149               2.34          4,986,113,380                             3.46         60,412,556,346 

23.22             35.19        5.80                                  65,398,669,726        5.80        31.77        



PROGRAM  PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

Jumlah Sarana Pungutan yang diadakan                     100               1,270,000,000                         25.09                 532,861,352               0.04                60,100,000                             0.35               110,095,500 
1.57               31.94        0.39                                  170,195,500              0.39        13.40        

BADAN PENDAPATAN DAERAH 100                   11,918,088,253           75.95                       5,926,796,496           1.02             636,241,705            0.79                           2,012,007,892         2.39               44.68        1.81                                  2,648,249,597           1.81        22.22        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

100                   8,242,882,093             51.90                       4,334,653,472           2.04             633,561,705            1.59                           1,755,561,492         6.99               55.12        3.63                                  2,389,123,197           3.63        28.98        

Program Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan % 100.00             3,675,206,160             100.00                    1,592,143,024           -                2,680,000                -                             256,446,400             -                      16.28        -                                         259,126,400              -               7.05           

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 100 42,456,683,020           -                     -                 18.38                       5,968,374,327           1.05             724,532,058            2.95                           1,209,433,394         21.75             32.40        4.00                                  1,933,965,452           4.00        4.56           

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Yang Berkualitas

100            17,426,321,848                       -                   -                         14.18             3,406,462,328               1.99             624,543,883                             2.57           1,019,752,449 32.14             48.27        4.56                                  1,644,296,332           4.56        9.44           

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Yang Mendukung TUPOKSI 
Perangkat Daerah

% 100            25,030,361,172                       -                   -                         22.58             2,561,911,999               0.10                99,988,175                             3.33               189,680,945 15.22             11.31        3.44                                  289,669,120              3.44        1.16           

INSPEKTORAT DAERAH 100 27,583,631,789           -                     -                 25.80                       5,898,263,825           2.94             987,293,984            4.76                           1,626,453,769         29.86             44.31        7.70                                  2,613,747,753           7.70        9.48           

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100            20,281,677,579                       -                   -                         30.47             5,050,065,375               6.77             908,748,984                             7.29           1,524,031,966 46.12             48.17        14.05                                2,432,780,950           14.05      11.99        

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN

Jumlah dan % Capaian Temuan dan 
Penyelesaian Hasil pengawasan APIP 

% 100               5,676,297,599                       -                   -                         21.89                 776,550,025               5.01                78,545,000                             4.97                 73,921,803 45.60             19.63        9.98                                  152,466,803              9.98        2.69           

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Terlaksananya perumusan Kebijakan, 
Pendampingan dan Asistensi 

% 100               1,625,656,611                       -                   -                         50.85                   71,648,425                    -                                      -                             6.78                 28,500,000 13.33             39.78        6.78                                  28,500,000                 6.78        1.75           

KECAMATAN NUBATUKAN 100 49,760,210,481           -                     -                 18.99                       12,224,038,810         0.39             1,568,554,621        2.77                           2,846,297,577         16.66             36.12        3.16                                  4,414,852,198           3.16        8.87           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Admnistrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

% 100 34,542,035,402           -                     -            17.15                       8,133,107,161           1.46             1,506,043,621        4.36                           2,305,588,832         33.93             46.87        5.82                                  3,811,632,453           5.82        11.03        

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Presentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik

% 100 328,451,251                 -                     -                 12.50                       1,487,754,500           -                50,641,000              -                             34,562,500               -                      5.73          -                                         85,203,500                 -               25.94        

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam 
pembangunana dan pemberdayaan 
masyarakat desa/kelurahan

% 100 13,428,853,327           -                     -                 23.46                       2,483,677,245           0.69             10,580,000              1.00                           486,121,245             7.24               20.00        1.70                                  496,701,245              1.70        3.70           

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Presentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

% 100 45,547,027                   -                     -                 25.00                       13,861,000                 -                -                                  6.25                           1,875,000                  25.00             13.53        6.25                                  1,875,000                   6.25        4.12           

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM

Presentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum

% 100 349,098,142                 -                     -            26.85                       61,976,586                 -                -                                  1.85                           4,400,000                  6.90               7.10          1.85                                  4,400,000                   1.85        1.26           

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Presentase Pemerintahan Desa Yang 
Terbina dan Terawasi

% 100 1,066,225,332             -                     -            8.96                         43,662,318                 0.19             1,290,000                3.17                           13,750,000               37.50             34.45        3.36                                  15,040,000                 3.36        1.41           

KECAMATAN LEBATUKAN 100 2,467,449,363             -                     -                 8.90                         2,217,769,924           1.04             416,587,387            0.20                           628,234,469             13.89             47.11        1.24                                  1,044,821,856           1.24        42.34        

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah 

100 2,302,301,540             -                     -                 46.64                       2,071,009,122           6.23             416,587,387            1.19                           607,763,917             15.90             49.46        7.42                                  1,024,351,304           7.42        44.49        

 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERNTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

 Jumlah Desa yang Menjadi Sasaran  
Pendampingan, Pembinaan dan 
Monitoring  Pelayanan Publik 

100 90,384,040                   6.25                         2,300,000                    -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

 Terselenggaranya Kegiatan dalam 
mendukung Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

100 10,420,700                   -                     -                 -                           134,860,802               -                -                                  -                             20,470,552               #DIV/0! 15.18        -                                         20,470,552                 -               196.44      

 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

100 4,995,850                     -                     -                 -                           -                                 -                -                                  -                             -                                   #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  

 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

 Presentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

100                     13,000,000                           0.49                     9,600,000                    -                                      -                                  -                                       - -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

 Presentase Pemerintahan Desa Yang 
terbina dan Terawasi 

100                     46,347,233                                -                                       -                      -                                      -                                  -                                       - #DIV/0! #DIV/0! -                                         -                                     -               -                  



KECAMATAN OMESURI 100 3,106,609,458             -                     -                 14.94                       2,018,102,996           2.13             358,332,316            2.80                           592,289,287             32.98             47.10        4.93                                  950,621,603              4.93        30.60        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

100 2,634,356,478             -                     -                 7.94                         1,844,276,580           2.36             353,358,183            2.21                           556,757,241             57.53             49.35        4.57                                  910,115,424              4.57        34.55        

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

100 119,261,510                 -                     -                 12.50                       5,947,026                    3.13             650,000                    3.13                           305,364                     50.00             16.06        6.25                                  955,364                       6.25        0.80           

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase Terselenggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

100 44,991,470                   -                     -                 25.00                       139,440,767               3.13             -                                  7.29                           24,681,226               41.67             17.70        10.42                                24,681,226                 10.42      54.86        

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Terselenggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

100 12,000,000                   -                     -                 12.50                       2,504,644                    3.13             241,291                    3.13                           1,100,697                  50.00             53.58        6.25                                  1,341,988                   6.25        11.18        

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum

100 50,000,000                   -                     -                 25.00                       20,261,388                 0.20             2,400,000                0.20                           8,277,500                  1.61               52.70        0.40                                  10,677,500                 0.40        21.36        

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa 

100 246,000,000                 -                     -                 6.67                         5,672,591                    0.83             1,682,842                0.83                           1,167,259                  25.00             50.24        1.67                                  2,850,101                   1.67        1.16           

KECAMATAN BUYASURI 100 3,676,694,325             -                     -                 21.79                       2,128,478,942           0.42             392,727,916            0.51                           565,647,733             4.25               45.03        0.93                                  958,375,649              0.93        26.07        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

100 3,390,670,774             -                     -                 10.35                       1,936,854,780           2.10             387,927,916            3.05                           563,701,108             49.77             49.13        5.15                                  951,629,024              5.15        28.07        

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

100 126,629,825                 -                     -                 18.75                       18,638,800                 -                -                                  -                             1,946,625                  -                      10.44        -                                         1,946,625                   -               1.54           

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase Terselenggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

100 53,224,021                   -                     -                 54.17                       144,910,362               -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Terselenggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

100 19,960,335                   -                     -                 12.50                       1,700,000                    -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum

100 23,956,000                   -                     -                 25.00                       20,575,000                 0.40             4,800,000                -                             -                                   1.61               23.33        0.40                                  4,800,000                   0.40        20.04        

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa 

100 62,253,370                   -                     -                 10.00                       5,800,000                    -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

KECAMATAN ATADEI  99 11,300,295,037           -                     -                 16.56                       2,372,062,070           1.68             495,117,101            3.19                           434,680,884             29.40             39.20        4.87                                  929,797,985              4.91        8.23           

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

94 9,841,098,341             -                     -                 12.28                       2,184,100,757           5.86             443,946,921            0.95                           418,400,418             55.40             39.48        6.81                                  862,347,339              7.21        8.76           

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik

100 165,710,000                 -                     -                 10.00                       6,582,227                    -                -                                  -                             1,000,000                  -                      15.19        -                                         1,000,000                   -               0.60           

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  DESA DAN KELURAHAN

 Prosentase Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa/Kelurahan 

100 129,300,000                 -                     -                 55.00                       149,425,147               2.50             49,025,964              -                             8,626,250                  4.55               38.58        2.50                                  57,652,214                 2.50        44.59        

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

 Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum    

100 47,964,968                   -                     -                 0.50                         1,854,216                    0.50             -                                  -                             1,854,216                  100.00          100.00     0.50                                  1,854,216                   0.50        3.87           

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM

 Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
pemerintahan  umum    

100 86,200,000                   -                     -                 18.79                       15,754,216                 0.61             -                                  18.18                         4,800,000                  100.00          30.47        18.79                                4,800,000                   18.79      5.57           

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PMERINTAHAN DESA

100 1,030,021,728             -                     -                 2.79                         14,345,507                 0.62             2,144,216                -                             -                                   22.22             14.95        0.62                                  2,144,216                   0.62        0.21           

KECAMATAN NAGAWUTUNG 100 13,526,286,385           14.02                       2,244,863,181           3.45             417,551,165            6.57                           684,297,556             71.51             49.08        10.02                                1,101,848,721           10.02      8.15           

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Prosentase ketersediaan Cakupan
Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
dalam mendukung Tupoksi Perangkat
Daerah

% 100 11,698,752,585           15.45                       2,071,591,605           4.42             407,160,915            4.27                           633,874,056             56.28             50.25        8.70                                  1,041,034,971           8.70        8.90           

Program Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik 

Persentase Capaian Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik.

100                  286,192,300 12.50                                         12,750,500 2.50                                  400,000 3.75                                             1,400,000 50.00             14.12        6.25                                  1,800,000                   6.25        0.63           



Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan 

Persentase Terselenggaranya Program
Pemberdayaan Masyarkat Desa dan
Kelurahan.

100                  336,189,750 16.67                                       145,221,076 1.85                              3,490,250 6.02                                           41,123,500 47.22             30.72        7.87                                  44,613,750                 7.87        13.27        

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum.

100                     86,202,500 12.50                                           1,200,000 -                                                   - 12.50                                               900,000 100.00          75.00        12.50                                900,000                       12.50      1.04           

Program Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Umum

Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum

100 86,202,500                   21.43                       10,500,000                 10.71           5,000,000                10.71                         5,500,000                  100.00          100.00     21.43                                10,500,000                 21.43      12.18        

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa.

100 1,032,746,750             5.56                         3,600,000                    1.23             1,500,000                2.16                           1,500,000                  61.11             83.33        3.40                                  3,000,000                   3.40        0.29           

KECAMATAN ILE APE 100 10,466,638,309           -                 32.67                       2,042,578,765           3.57             391,896,795            22.60                         677,002,196             80.10             52.33        26.17                                1,068,898,991           26.26      10.21        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

98 8,824,152,659             -                 32.34                       1,880,346,200           3.15             388,879,409            13.75                         610,939,568             52.25             53.17        16.90                                999,818,977              17.26      11.33        

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

100 242,893,397                 -                 50.00                       1,177,750                    -                -                                  45.00                         677,750                     90.00             57.55        45.00                                677,750                       45.00      0.28           

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase Terselenggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

100 96,836,072                   -                 33.33                       138,169,953               8.33             1,459,375                20.83                         58,050,103               87.50             43.07        29.17                                59,509,478                 29.17      61.45        

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Terselenggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

100 77,170,708                   -                     -                 25.00                       1,017,200                    -                -                                  25.00                         1,017,200                  100.00          100.00     25.00                                1,017,200                   25.00      1.32           

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum

100 208,865,354                 -                     -                 28.69                       16,397,076                 3.28             315,000                    14.34                         2,111,700                  61.43             14.80        17.62                                2,426,700                   17.62      1.16           

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa 

100 1,016,720,119             -                     -                 26.67                       5,470,586                    6.67             1,243,011                16.67                         4,205,875                  87.50             99.60        23.33                                5,448,886                   23.33      0.54           

KECAMATAN WULANDONI  100 3,526,772,107             -                     -                 15.11                       2,169,006,836           0.77             352,828,484            0.85                           568,116,875             10.71             42.46        1.62                                  920,945,359              1.62        26.11        

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah

100 3,059,812,324             -                     -                 11.09                       1,973,121,716           4.63             343,387,584            0.91                           549,448,113             50.00             45.25        5.55                                  892,835,697              5.55        29.18        

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Prosentase Capaian Peningkatan 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

100 53,000,000                   -                     -                 18.75                       15,695,575                 -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase Terselenggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

100 78,000,000                   -                     -                 16.67                       156,095,708               -                9,440,900                4.17                           15,468,762               25.00             15.96        4.17                                  24,909,662                 4.17        31.94        

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Terselenggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

100 15,335,050                   -                     -                 12.50                       2,783,752                    -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

PROGRAM PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum

100 20,000,000                   -                     -                 25.00                       14,853,804                 -                -                                  -                             3,200,000                  -                      21.54        -                                         3,200,000                   -               16.00        

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 
rangka Penyusunan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa 

100 300,624,733                 -                     -                 6.67                         6,456,281                    -                -                                  -                             -                                   -                      -                 -                                         -                                     -               -                  

KECAMATAN ILE APE TIMUR % 100 10,112,875,740           -                     -                 14.58                       1,839,152,473           8.26             334,831,652            2.46                           537,404,873             73.55             47.43        10.72                                872,236,525              10.72      8.63           

Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase Ketersediaan Dokumen 
Perencanaan,Laporan Kinerja dan Lap. 
Keuangan yang Cepat dan Tepat

% 100 8,298,143,465             -                     -                 14.72                       1,628,537,853           5.14             324,702,602            2.68                           493,502,255             53.16             50.24        7.82                                  818,204,857              7.82        9.86           

Program Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik

Prosentase Capaian Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan

% 100 286,192,300                 -                     -                 25.00                       20,112,322                 18.75           2,800,000                -                             4,612,222                  75.00             36.85        18.75                                7,412,222                   18.75      2.59           

Program Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan Kelurahan

Prosentase Terselnggaranya Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan

% 100 336,189,750                 -                     -                 16.67                       152,834,654               4.17             2,283,050                4.17                           26,201,999               50.00             18.64        8.33                                  28,485,049                 8.33        8.47           

Program Koordinasi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

Prosentase Terselnggaranya Program 
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum

% 100 86,202,500                   12.50                       2,455,000                    12.50           -                                  -                             -                                   100.00          -                 12.50                                -                                     12.50      -                  

Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum

Prosentase Terselenggaranya Urusan 
Pemerintahan Umum

% 100 86,202,500                   -                     -                 12.50                       11,400,000                 6.25             600,000                    6.25                           8,000,000                  100.00          75.44        12.50                                8,600,000                   12.50      9.98           

Program Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa

Prosentase Pemerintahan Desa yang 
Terbina dan Terawasi

% 100 1,019,945,225             -                     -                 6.08                         23,812,644                 2.76             4,446,000                1.66                           5,088,397                  72.73             40.04        4.42                                  9,534,397                   4.42        0.93           



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 100 15,369,615,294           -                     -                 20.79                       5,323,806,186           0.61             400,530,174            2.17                           1,372,099,148         13.34             33.30        2.77                                  1,772,629,322           2.77        11.53        

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 Cakupan Pelayanan Administrasi 
Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi 
Perangkat Daerah 

100 10,704,317,629           -                     -                 23.27                       2,534,415,236           3.64             400,530,174            4.66                           1,060,342,998         35.68             57.64        8.30                                  1,460,873,172           8.30        13.65        

 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 
PANCASILA DAN KARAKTER 
KEBANGSAAN 

 Cakupan pelaksanaan penguatan 
ideologi Pancasila dan karakter 
kebangsaan 

100 154,332,880                 -                     -                 25.00                       52,166,440                 -                -                                  -                             1,309,875                  -                      2.51          -                                         1,309,875                   -               0.85           

 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

 Cakupan Peningkatan Peran Partai 
Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik dan Pengembangan 
Etika Serta Budaya Politik 

100 1,236,040,440             -                     -                 1.47                         593,020,220               -                -                                  -                             77,417,625               -                      13.05        -                                         77,417,625                 -               6.26           

 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

 Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan 
dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

100 60,200,000                   -                     -                 25.00                       5,100,000                    -                -                                  8.33                           1,821,725                  33.33             35.72        8.33                                  1,821,725                   8.33        3.03           

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

 Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

100                  151,923,300                       -                   -                         25.00                   50,961,650                    -                                      -                                  -                   18,861,925 -                      37.01        -                                         18,861,925                 -               12.42        

 PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

 Cakupan Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

100               3,062,801,045                       -                   -                         25.00             2,088,142,640                    -                                      -                                  -                 212,345,000 -                      10.17        -                                         212,345,000              -               6.93           
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BAB  III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  

 

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun 2023 dan 

perkiraan Tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah 

daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman 

pada kondisi ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi dan nasional serta 

memerhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan 

perekonomian di tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan 

arahan pada RPD tahun 2023-2026. Secara umum kondisi 

perekonomian Kabupaten Lembata di tahun 2024 masih akan 

terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.  

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan  

tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap 

peningkatan investasi. Yang Selanjutnya arah kebijakan ekonomi 

daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral 

dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. 

  

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan 

Tahun 2024 

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat 

terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. 

Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat 

dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan 

pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. 

Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi 

perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak 
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dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh 

krisis keuangan global yang telah berdampak pada 

meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan 

pasar ekspor. 

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam 

analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, 

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai 

Investasi. 

a. Produk Domestik Regional Bruto 

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah 

satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat 

perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut 

pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai 

kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi 

karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan 

kelemahan yang memperlukan perhatian demi kemajuan 

wilayah yang semakin baik di masa mendatang. 

PDRB Kabupaten Lembata secara konsisten 

selalu menunjukkan peningkatan positif. Meskipun 

demikian, pertumbuhan yang positif ini dapat menjadi 

sebuah tanda baik bagi perekonomian Kabupaten 

Lembata,  sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
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Tabel. III.1 
         PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2021–2023 (Miliar Rupiah) 

LAPANGAN USAHA 
Harga Berlaku Harga Konstan 

2021 2022* 2023** 2021 2022* 2023** 

1 2 3 4 5 6 7 

A 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
682.444,36 738.735,31 793.676,69 399.909,39 415.504,68 429.117,25 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
8.322,36 9226,6 9.974,94 5.751,13 6.024,05 6.331,76 

C Industri Pengolahan 3.919,90 4.216,89 4.579,15 2.403,49 2.546,98 2.647,40 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.902,67 2.241,49 2.563,21 1.345,46 1.440,70 1.603,46 

E 
Pengadaan Air, Pengolahan 

Sampah, Limbah dan Daur 
614,38 714,68 736,00 487,31 496,15 508,38 

F Konstruksi 126.688,08 144.895,58 158.278,04 77.988,61 78.568,93 83.901,83 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

130.226,99 155.261,96 169.166,86 77.165,97 82.093,17 84.959,75 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
43.324,05 48.703,46 51.926,37 31.876,92 33.090,88 33.471,17 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
3.574,87 4.016,66 4.403,28 2.378,27 2.566,99 2.726,16 

J Informasi dan Komunikasi 124.496,37 138.348,74 143.840,22 110.656,53 115.531,30 119.248,25 

K 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
8.580,99 9.353,31 9.666,41 5.193,80 5.247,85 5.322,22 

L Real Estate 27.111,49 30.043,89 30.446,40 17.553,49 18.032,47 18.158,00 

M Jasa Perusahaan 592,83 641,09 672,09 347,21 358,29 367,83 

N 

Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial 

536.610,59 543.205,93 565.956,17 338.924,31 341.236,62 342.635,26 

O Jasa Pendidikan 135.906,13 137.408,47 140.681,49 77.845,53 77.100,48 77.922,37 

P 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
33.303,92 33.631,65 35.291,08 19.436,03 19.622,59 20.145,64 

Q Jasa Lainnya 15.459,94 15.879,03 16.451,52 10.268,04 10.307,86 10.522,97 

Produk Domestik Regional 

Bruto 

1.912.148,5

8 

2.016.524,7

4 

2.138.309,9

0 

1.179.531,5

0 

1.209.770,0

0 

1.239.589,7

0 

Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian 

Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 

2022 mencapai Rp.2.016.524,74 miliar dan pada tahun 

2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.309,50 miliar. Dari sisi 



      P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n    L e m b a t a 

 

 Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024 - Bab III III-4 

 

produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 

didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori 

pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan 

kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten 

Lembata Tahun 2021 sebesar Rp.682.444,36 miliar, 

diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan 

nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata 

sebesar Rp.536.610,59 miliar. Urutan selanjutnya yang 

memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan 

PDRB Kabupaten Lembata adalah Jasa Pendidikan 

dengan nilai PDRB sebesar Rp.135.906,13 miliar. 

Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 

2022 mencapai Rp.1.209.770,00 miliar dan pada tahun 

2023 meningkat menjadi Rp.1.239.589,70 miliar. Dari sisi 

produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 

didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori 

pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori 

dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB 

kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.399.909,39 miliar. 

Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 

Rp.338.924,31 miliar serta kategori informasi dan 

komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.110.656,53 

miliar. 

 

b. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi 

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat 

dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi 

seperti pada grafik berikut ini: 
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Diagram. III.I 
Struktur Sektor Ekonomi  

 
Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2024 

 
 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa struktur 

perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2023 

masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan, yang memberikan 

sumbangannya sebesar 37,12%. Diikuti oleh lapangan 

usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan 

dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,47%. Sedangkan 

nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih 

sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih 

menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan 

tenaga kerja, sehingga dalam rangka menumbuhkan 
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ekonomi, perlu transformasi ekonomi dari sektor primer 

ke sektor sekunder dan akhirnya ke tersier. 

 

c.  Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

menggambarkan perkembangan nilai tambah atau 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di 

wilayah tersebut. Perbaikan perekonomian tahun 2023 

ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lembata yang terus meningkat menjadi 2,56% pada 

tahun 2022 atau naik sebesar 1,16 poin dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,44%. 

Dan turun Kembali sebesar 2,46% atau turun sebesar 

0.14 poin pada tahun 2023. Meski kenaikannya belum 

optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian 

tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi 

sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dan 

angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada 

tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 

3,52% dan Nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional 

dapat dilihat pada tabel III.2 berikut. 
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Tabel. III.2 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun 

Kabupaten Lembata Tahun 2019 – 2023 

No Tahun 
Lembata 

(Persen) 
NTT NASIONAL 

1 2 3   

1 2019 5,09 5,25 5,02 

2 2020 -0,37 -0,84 -2,07 

3 2021 1,44 2,52 3,70 

4 2022 2,60 3,05 5,31 

5 2023 2,46 3,52 5,05 

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 

 

Selanjutnya Perkiraan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lembata Tahun 2023 diprediksikan dengan 

membandingkan laju pertumbuhan PDRB ADHK 

terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan 

nasional sebagaimana terlihat dalam Grafik III.1 di 

bawah ini. 

 

 
Grafik III.1.  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional 

 

         Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 
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d. PDRB Per Kapita 

PDRB perkapita digunakan untuk mengukur 

produktivitas masyarakat. Kekayaan/pendapatan rata-

rata penduduk Kabupaten Lembata pada Tahun 2023 

didapat melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada 

tahun 2023 dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun 2023. Pada tahun 2023  PDRB perkapita adalah 

sebesar Rp.15.120.000,00, meningkat dari tahun 2022 

sebesar Rp.14.460.000,00, sebagaimana terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel. III.3 
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata 

No Tahun PDRB PerKapita (Juta Rupiah) 

1 2 3 

1 2019 12.97 

2 2020 13.69 

3 2021 13,91 

4 2022 14.46 

5 2023 15,12 

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 
 

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi 

ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan 

maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. 

Gambaran indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional 

selengkapnya dapat terlihat pada diagram III.3 berikut ini. 
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Grafik III.2 
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional 

 
Sumber : BPS Tahun 2024 

 

    

e. Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata pada tahun 

2023 yaitu sebesar 37.940 jiwa atau 24,78% meningkat 

jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah penduduk 

miskin sebesar 37.880 jiwa atau 25,18%. Sementara 

angka garis kemiskinan di tahun 2023 adalah 508.575,- 

per kapita per bulan, sebagaimana yang tersaji dalam 

tabel berikut : 

Tabel. III.4 
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata (Ribu Jiwa) 

Tahun Garis 
Kemiskinan 

Penduduk miskin 

Jumlah Persentase 

2019 359 792 37.460 26,30 

2020 388.577 37.920 26,14 

2021 421.901 38.750 26,21 

2022 464.542 37.880 25,18 

2023 508.575 37.940 24,78 
Sumber : BPS Kabupaten Lembata-2024 
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f. Ketenagakerjaan 

Kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran 

memberikan gambaran tentang perkembangan 

pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan. Hal ini 

berkenaan dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta dan 

tersedia yang dapat diakses oleh pencari kerja. Kondisi 

ketenagakerjaan sesuai dengan tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 

menggambarkan bahwa perluasan dan penciptaan 

lapangan kerja baru perlu ditingkatkan untuk menampung 

angkatan kerja. Penciptaan lapangan kerja baru dapat 

dilakukan melalui peningkatan peran serta swasta dalam 

pembangunan.   

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara 

angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga 

kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi 

dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan 

kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan 

angkatan kerja. Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel. III.5 
TPAK dan TPT Kabupaten Lembata 2019-2023 

Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) (%) 

68,73 68,95 68,24 71,89 77,49 

Angka Pengangguran Terbuka 
(APT) (%) 

4,31 4,88 4,94 4,74 2,55 

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 

 

Dalam menggambarkan seberapa penduduk usia 

kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat 

dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK). Trend TPAK Kabupaten Lembata dari tahun 

2019-2023 meningkat ini berarti bahwa penduduk usia 

kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) 
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meningkat.  

Peningkatan TPAK di Kabupaten Lembata tidak 

diimbangi dengan turunnya Angka Pengangguran Terbuka 

(APT).  Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari 

angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) yang 

tidak bekerja atau sedang mencari perkerjaan atau sedang 

mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. APT Kabupaten 

Lembata cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dari 

angka 4.31% di tahun 2019 mengalami peingkatan pada 

tahun 2022 yakni sebesar 4.74%, namun pada tahun 2023 

mengalami penurunan sebesar 2,55%. 

 

g. Investasi 

Investasi merupakan faktor penting yang juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman 

modal tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha/industri, 

semakin besar dan berkembang usaha/industri di suatu 

daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam 

daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Lembata 

meliputi investasi dengan nilai investasi sebagaimana 

disajikan dalam tabel ini. 

Tabel. III.6 
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2019-2022 

No Indikator  
Capaian Kinerja 

2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah 
Investor  

4 5 5 5 

2 Nilai Investasi  
266.809.038.100 329.004.645.900 71.052.859.895 133.540.578.673 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Lembata 2024 
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Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor 

dengan nilai investasinya masih sedikit. Perlu digalakkan 

penguatan kebijakan di bidang usaha/industri dengan 

terus-menerus melakukan promosi dan kemudahan 

perizinan. 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024  

   Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas 

dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan 

pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik 

perekonomian skala global, nasional maupun regional.  

 

 Tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Lembata 

Tahun 2024 pada dasarnya tidak terlepas faktor-faktor 

internal daerah dan fator dari luar daerah yang berasal dari 

perkembangan makro ekonomi regional Provinsi NTT dan 

nasional. Dengan mempertimbangkan faktor dari dalam 

maupun dari luar daerah tersebut yang diperkirakan 

mempengaruhi ekonomi tersebut, maka tantangan yang 

diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2024 adalah: 

1. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata 

mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 hingga 

mencapai angka 37.940 di Tahun 2023, sedangkan 

prosentase penduduk miskin Kabupaten Lembata 

fluktuatif penurunnanya bahkan cendrung menurun 

sejak tahun 2019 pada angka 26,30% hingga tahun 

2023 sebesar 24,78%,. 

2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di angka 

2,46%. 

3. IPM Kab. Lembata Tahun 2023 adalah 66,12%, lebih 

rendah dari Provinsi NTT sebesar 66,68% dan nasional 

sebeesar 74,39%. 
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4. Masih terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan, 

tenaga medis dan sarana prasaranan pendidikan dan 

kesehatan. 

5. Kondisi jalan yang didominasi oleh rusak berat sebesar 

41,80% dan rusak sebesar 2,41%. 

6. Sistem jaringan sarana dan prasarana daerah yang 

belum memadai. 

7. Iklim investasi daerah yang belum baik. 

8. Isu geopolitik dunia yakni perang Rusia-Ukraina, 

perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, 

serta potensi ketegangan di Timur Tengah. 

9. Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat 

global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi 

ekonomi menuju pembangunan yang yang rendah emisi 

dan ramah lingkungan. 

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan 

akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut 

ini: 

1. Penggunaan dana PEN khususnya untuk infrastruktur 

jalan yang berdampak pada tercapainya pemulihan 

ekonomi nasional, penciptaan dan penyerapan tenaga 

kerja, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi 

masyarakat.  

2. Potensi pengembangan sektor Pertanian, perikanan dan 

pariwisata yang cukup besar untuk menggerakkan 

ekonomi masyarakat. 

Realisasi indikator makro Kabupaten Lembata 

(empat) tahun terakhir dan target Tahun 2024 dapat dilihat 

pada table berikut ini. 
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Tabel. III.7 
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023 

 dan Target Tahun 2024 

No Indikator 
Realisasi 2024 

2020 2021 2022 2023 Target RPD Target RKPD 

1 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

-0,35 1,44  2,56 2,46 3,0-5 3,0-5 

2 Inflasi 0,39 0,16   0,42 0,42 

3 Indeks Pembangunan 

Manus 

64,74 64,75 65,47 66,12   

4 Indeks Gini (Point) 0,383 0,387 0,430 0,366  0,42 0,42 

5 Tingkat kemiskinan 

(%) 

26,14 26,21 25,18 24,78 26,07 26,07 

4 Angka Pengangguran 

Terbuka 
4,88 4,94 4,74 2,55 3,20 3,20 

 

Dengan menghadapi tantangan dan berbagai 

prospek tersebut, maka dengan keterbatasan keuangan 

daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah,  

dibutuhkan program-program prioritas dan inovatif yang 

mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan pembangunan. 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2024 secara 

umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan 

pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026, yang mana 

tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang 

strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata. Dan 

dari sisi lain Perubahan RKPD Kabupaten Lembata juga berdasarkan 

evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan gambaran perkembangan 

APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 serta berdasarkan 

penyesuaian realisasi anggaran yang sudah ditransfer dari pemerintah 

pusat. Hal-hal penting yang dilakukan dalam Perubahan RKPD Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan 

mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 

2024 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, 

antar unit organisasi, antar program, antar kegiatandan antar sub 

kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau 

antar rincian obyek belanja. 

2. Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam 

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sesuai kondisi ril 

kas daerah per 31 Desember 2023. 

3. Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan 

petunjuk pelaksanaan dari kementrian terkait yang baru 

diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun 

Anggaran 2024. 

4. Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan 

belanja yang bersifat penting dan mendesak.  

Hasil dari rasionalisasi tersebut dimanfaatkan untuk mengakomodir 

beberapa program dan kegiatan yang bersifat strategis dan dan 

mendesak. 

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan 

daerah, perlu diuraikan realisasi dan target Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 sampai 

dengan tahun 2023 dengan target tahun anggaran 2024 dan realisasi 

tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersaji 

pada table berikut  
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Tabel III.8 

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023 
 dan Realisasi Triwulan II (Per 30 Juni) Tahun 2024 

No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Target 2024 

2022 2023 
(APBD Mendahului 

Perubahan 2 ) 
Realisasi Trw II 

1 2 3 4 5 6 

      

1 Pendapatan Daerah         

1.1 Pendapatan Asli Daerah 41.605.946.911,20 49.940.308.863,00 56.700.000.000,00        10.349.110.835,08  

1.1.1 Hasil Pajak Daerah   12.537.250.436,00    13.342.064.002,00        15.943.602.941,00          1.627.958.789,12  

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah  20.687.364.582,00    19.890.379.914,00        20.519.191.264,00         7.586.167.278,00  

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan          2.474.364.950             4.321.556.278           4.933.975.711,00                                   -    

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah    5.906.966.943,20   12.386.308.669,00        15.303.230.084,00  1.134.984.767,96 

    
    1.2 Pendapatan Transfer 727.806.014.320,00 782.305.204.278,00 814.663.061.802,00 294.825.867.969,00 

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 711.302.997.004,00  762.653.520.876,00     790.215.632.000,00  288.653.141.041,00 

1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah    16.503.017.316,00     19.651.683.402,00       24.447.429.802,00  6.172.726.928,00 

    
    1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 33.487.319.932,00 5.201.048.266,00 7.808.190.000,00 1.173.296.160,00 

1.3.1 Pendapatan Hibah 13.324.179.000 250.000.000 7.808.190.000,00 1.173.296.160,00 

1.3.3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

         20.163.140.932            4.951.048.266                                   -    - 

  
Jumlah Pendapatan 802.899.281.163,20 837.446.561.407,00 879.171.251.802,00 

 
306.348.274.964,08 
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No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Target 2024 

2022 2023 
(APBD Mendahului 

Perubahan 2 ) 
Realisasi Trw II 

1 2 3 4 5 6 

      

2 Belanja         

2.1 Belanja Operasi 
501.183.224.645,00 501.476.947.420,00 591.479.676.654,00 

 
213.185.412.107,00 

 

2.1.1 Belanja Pegawai    301.481.512.135,12   316.728.561.437,00    378.416.754.978,00  176.041.098.915,00 

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.563.002.888,88  156.476.336.267,00      154.199.725.301,00  30.209.187.251,00 

2.1.3 Belanja Bunga      5.200.346.251,00    10.285.874.506,00        11.503.899.585,00  5.245.725.941,00 

2.1.4 Belanja Hibah     5.045.863.370,00       11.479.175.210,00       38.092.296.296,00  676.900.000,00 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.892.500.000,00   6.507.000.000,00        9.267.000.000,00  1.012.500.000,00 

            

2.2 Belanja Modal 
249.758.102.523,00 206.654.950.280,00 77.556.328.665,00 

 
12.072.821.582,24 

2.2.1 Belanja Modal Tanah      3.917.953.074,00                                   -                                     -    - 

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin   22.654.556.480,00     22.433.814.250,00       24.857.817.662,00  1.156.205.286,00 

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan    20.611.697.456,00     25.455.873.108,00        20.763.225.783,00  3.338.675.448,24 

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  200.252.654.512,00  158.149.508.850,00      28.790.393.934,00  6.094.709.000,00 

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya        2.321.241.001,00           615.754.072,00          3.144.891.286,00  1.483.231.848,00 

    
  

  

2.3 Belanja Tidak Terduga 94.710.807,00 392.250.119,00 8.347.585.545,00 59.941.520,00 

2.3.1 Belanja Tidak Terduga            94.710.807,00           392.250.119,00  8.347.585.545,00 59.941.520,00 

          

 2.4 Belanja Transfer 169.183.145.811,00 174.199.928.410,00 174.664.915.621,00 70.101.017.210,00 

2.4.1 Belanja Bagi Hasil     1.092.000.000,00       3.423.196.348,00          3.647.382.421,00  - 
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No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Target 2024 

2022 2023 
(APBD Mendahului 

Perubahan 2 ) 
Realisasi Trw II 

1 2 3 4 5 6 

      

2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan   168.091.145.811,00   170.776.732.062,00       171.017.533.200,00  70.101.017.210,00 

  Jumlah Belanja 920.219.183.786,00 882.724.076.229,00 852.048.506.485,00 295.419.192.419,24 

  Total Surplus/(Defisit) (117.319.902.622,80) (45.277.514.822,00) 27.122.745.317,00 10.929.082.544,84 
 

3 Pembiayaan 
    3.1 Penerimaan Pembiayaan 
    3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) 
           5.327.806.337           95.579.997.871                3.242.354.970  

 
- 

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
    3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 212.564.908.021 - - - 

3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 7.186.136 - - - 

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 
    

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
217.899.900.494 95.603.085.510               3.242.354.970  

 - 

    
    3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
    3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
    3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah          5.000.000.000           2.500.000.000  - - 

3.2.3 Pembayaran  Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo - 20.244.273.712,00             30.365.100.287  12.652.671.070,00 

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 22.744.273.712,00 30.365.100.287,00 12.652.671.070,00 

  Pembiayaan Netto 212.899.900.493,80 72.858.811.798,00 (27.122.745.317,00) (12.652.671.070,00) 
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No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Target 2024 

2022 2023 
(APBD Mendahului 

Perubahan 2 ) 
Realisasi Trw II 

1 2 3 4 5 6 

      

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 
Berkenaan 

95.579.997.871,00 27.581.296.976,00 - (1.723.588.525,16) 
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3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan 

nasional serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah 

sebagaimana diuraikan pada Table III.8, secara umum Perubahan 

Pendapatan Daerah mengalami kenaikan target sebesar 

Rp.150.000.000,- atau naik 0,02% sehingga menjadi sebesar 

Rp.879.171.251.802,- dari target semula sebesar 

Rp.879.021.251.802,-  oleh karena itu maka perubahan 

kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 

2024 mengalami kenaikan target yang bersumber dari: 

1. Pendpatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 

Rp.150.000.000,- atau naik 0,27% sehingga menjadi sebesar 

Rp.56.700.000.000,- dari target semula sebesar 

Rp.56.550.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu 

sebesar Rp.15.943.602.941,- 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 

Rp.50.000.000,-atau turun 0,24% sehingga menjadi sebesar 

Rp.20.519.191.264,- dari target semula sebesar 

Rp.20.569.191.264,- 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak 

mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar 

Rp.4.933.975.711,- 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

Lain-Lin Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan 

sebesar Rp.200.000.000,- atau naik 1,32% sehingga menjadi 

Rp.15.303.230.084,- dari target semula sebesar 

Rp.15.103.230.084,- 

2. Pendapatan Transfer  

Target pendapatan transfer tidak mengalami perubahan atau 

tetap yaitu sebesar Rp.814.663.061.802,- 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak 

mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar 

Rp.7.808.190.000,-. 
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Sehubungan dengan itu, perubahan target pendapatan 

daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel III.9 

Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2024 

Nomor  Uraian  

Target 

% SEBELUM 
PERUBAHAN  

SETELAH 
PERUBAHAN  

Bertambah/(Berkurang) 

1 2 3 4 5 6 

            

4  PENDAPATAN DAERAH          

4.1  Pendapatan Asli Daerah  56.550.000.000,00 56.700.000.000,00 150.000.000,00                 0,27  

4.1.1  Hasil Pajak Daerah         15.943.602.941,00       15.943.602.941,00                                      -                          -    

4.1.2  Hasil Retribusi Daerah         20.569.191.264,00         20.519.191.264,00                 (50.000.000,00)              (0,24) 

4.1.3  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 4.933.975.711           4.933.975.711,00                                      -                           -    

1.1.4  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah               15.103.230.084       15.303.230.084,00                  200.000.000,00                   1,32  

            

4.2  Pendapatan Transfer  
814.663.061.802,00 814.663.061.802,00                                        -                         -    

4.2.1  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat      790.215.632.000,00     790.215.632.000,00                                        -                         -    

4.2.2  Pendapatan Transfer Antar Daerah        24.447.429.802,00      24.447.429.802,00                                        -                         -    

            

4.3  Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  7.808.190.000,00 7.808.190.000,00 - - 

4.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan  

7.808.190.000,00 7.808.190.000,00 - - 

   JUMLAH PENDAPATAN  879.021.251.802,00 879.171.251.802,00 150.000.000,00                 0,02  
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3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 

Perubahan arah Kebijakan Belanja Daerah yang dituangkan 

dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 

2024 diarahkan pada : 

1. Penyesuaian anggaran pada SKPD penerima DAK Tahun 

2024 berdasarkan juknis DAK tahun 2024; 

2. Penyesuaian anggaran pada SKPD berdasarkan kebutuhan 

mendesak dan bersifat strategis; 

3. Melakukan penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Aanggaran Tahun 2023 (SiLPA) yang 

telah diprediksi dan dialokasikan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2024 dengan memperhatikan sisa kas per 31 

Desember 2023 khusus Dana Alokasi Khusus dan lainnya 

yang bersifat wajib untuk dianggarkan; 

4. Pergeseran anggaran antar program kegiatan, rincian obyek 

dalam obyek belanja yang sama serta pergeseran antar obyek 

belanja dalam jenis belanja yang sama yang telah disetujui 

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar 

kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan 

capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus 

dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2024 apabila asumsi kebijakan umum 

anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi 

Kebijakan Umum APBD. Hal ini harus memperoleh 

persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2024. 

6. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek 

belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis 

belanja yang sama berdasarkan persetujuan dari Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Lembata tentang Mendahului Perubahan Pertama, Kedua, 

Ketiga, Keempat dan Kelima  atas Peraturan Bupati Lembata 

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2022. Pergeseran anggaran tersebut harus 

dianggarkan kembali dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 
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Secara umum Belanja Daerah mengalami kenaikan target 

sebesar Rp.5.892.354.970,- atau naik 0,70% sehingga menjadi 

sebesar Rp.852.048.506.485,- dari target semula sebesar 

Rp.846.156.151.515,- yang bersumber dari: 

1. Penyesuian Belanja Óperasi 

Belanja Operasi mengalami kenaikan target sebesar Belanja 

Operasi mengalami kenaikan target sebesar 

Rp.7.607.015.557,- atau naik 1,30% sehingga menjadi 

Rp.591.479.676.654,- dari target semula 

Rp.583.872.661.097,-. 

2. Penyesuaian Belanja Modal 

Belanja Modal mengalami penurunan target sebesar 

Rp.1.716.490.640,- atau turun 2,17% sehingga menjadi 

Rp.77.556.328.665,- dari target semula sebesar 

Rp.79.272.819.305,-. 

3. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga  

4. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar 

Rp.1.830.053,- atau naik 0,02% sehingga menjadi sebesar 

Rp.8.347.585.545,- dari target semula sebesar Rp. 

8.345.755.492,-. 

5. Belanja Transfer 

Belanja Transfer tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu 

sebesar Rp.174.664.915.621,-. 

 

Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja 

daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel III.10 

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

Nomor  Uraian  

Target 

% SEBELUM 
PERUBAHAN  

SETELAH 
PERUBAHAN  

Bertambah/(Berkurang) 

1 2 3 4 5 6 

            

5  BELANJA   
        

5.1.  BELANJA OPERASI  583.872.661.097,00 591.479.676.654,00 7.607.015.557,00                  1,30  

5.1.1  Belanja Pegawai      377.339.496.645,00     378.416.754.978,00                1.077.258.333,00                  0,29  

5.1.2  Belanja Barang dan Jasa      156.040.055.077,00       154.199.725.301,00             (1.840.329.776,00)               (1,18) 

5.1.3  Belanja Bunga         11.503.899.585,00        11.503.899.585,00                                      -                           -    

5.1.5  Belanja Hibah        28.861.929.790,00      38.092.296.790,00               9.230.367.000,00                31,98  

5.1.6  Belanja Bantuan Sosial         10.127.280.000,00   9.267.000.000,0000               (860.280.000,00)             (8,49) 

            

5.2  BELANJA MODAL  79.272.819.305,00 77.556.328.665,00 (1.716.490.640,00)               (2,17) 

5.2.1  Belanja Modal Tanah                                   -                                    -                                        -                           -    

5.2.2  Belanja Modal Peralatan dan Mesin         27.263.085.793,00       24.857.817.662,00              (2.405.268.131,00)             (8,82) 

5.2.3  Belanja Modal Gedung dn Bangunan        20.384.936.044,00       20.763.225.783,00                   378.289.739,00                 1,86  

5.2.3  Belanja Modal Jalan, Jaringan,  dan Irigasi        27.983.556.313,00      28.790.393.934,00                   806.837.621,00                  2,88  

5.2.3  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya            3.641.241.155,00          3.144.891.286,00               (496.349.869,00)            (13,63) 

            

5.3  BELANJA TIDAK TERDUGA  8.345.755.492,00 8.347.585.545,00 1.830.053,00                 0,02  

5.3.1  Belanja Tidak Terduga           8.345.755.492,00         8.347.585.545,00                      1.830.053,00                  0,02  

            

5.4  BELANJA TRANSFER  174.664.915.621,00 174.664.915.621,00                        -                           -    
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Nomor  Uraian  

Target 

% SEBELUM 
PERUBAHAN  

SETELAH 
PERUBAHAN  

Bertambah/(Berkurang) 

1 2 3 4 5 6 

5.4.1  Belanja Bagi Hasil            3.647.382.421,00          3.647.382.421,00                                      -                          -    

5.4.2  Belanja Bantuan Keuangan         171.017.533.200,00       171.017.533.200,00                                      -                          -    

   JUMLAH BELANJA  846.156.151.515,00 852.048.506.485,00 5.892.354.970,00                 0,70  

            

   SURPLUS / (DEFISIT)  32.865.100.287,00 27.122.745.317,00 (5.742.354.970,00)            (17,47) 
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3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 

1. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, Perubahan Kebijakan 

Pembiayaan Daerah hanya dilakukan penyesuaian terhadap 

perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran 

pembiayaan. 

2. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 

dilakukan hanya pada penyesuaian target SILPA Tahun 

Anggaran 2023 yaitu naik sebesar 100% atau bertambah 

sebesar Rp. 3.242.354.970,- sehingga menjadi sebesar 

Rp.3.242.354.970,- dari target semula sebesar Rp.0,-. 

3. sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pengurangan 

sebesar Rp.2.500.000.000,- atau turun 7,61% sehingga 

menjadi Rp.30.365.100.287,- dari target semula sebesar 

Rp.32.865.100.287,-. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Kebijakan 

Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel III.11 

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 

Nomor  Uraian  

Target 

% SEBELUM 
PERUBAHAN  

SETELAH 
PERUBAHAN  

Bertambah/(Berkurang) 

1 2 3 4 5 6 

            

6  PEMBIAYAAN DAERAH          

6.1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN          

6.1.1  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 
Sebelumnya (SiLPA)  

                                   -                3.242.354.970                3.242.354.970,00                   100  

6.1.2  Pencairan dana Cadangan  - - - - 

6.1.5  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  225.000.000.000,00 225.000.000.000,00 - - 

   JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                     -  3.242.354.970 3.242.354.970                  100  

            

6.2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN  
      

  

6.2.1  Pembentukan dana Cadangan  -   - - 

6.2.2  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                2.500.000.000                                    -           (2.500.000.000,00)        (100,00) 

6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo        30.365.100.287,00             30.365.100.287                                      -                           -    

   JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN  32.865.100.287,00 30.365.100.287,00           (2.500.000.000,00)              (7,61) 

   PEMBIAYAAN NETTO  (32.865.100.287,00) (27.122.745.317,00) 5.742.354.970,00            (17,47) 
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BAB  IV 

SASARAN DAN PRIORITAS  

PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Tujuan dalam konteks pembangunan merupakan suatu kondisi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh 

dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan 

sasaran pembangunan Tahun 2025 didasarkan pada tujuan dan 

sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai berikut: 

 
Tujuan I. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang 

Berkelanjutan  

Ketahanan ekonomi diarahkan pada pengembangan ekonomi 

Kabupaten Lembata yang tangguh dan berkelanjutan dalam 

menghadapi permasalahan dan dinamika kehidupan perekonomian 

melalui pengelolaan sumber daya ekonomi sektor basis dan peningkatan 

nilai tambah ekonomi.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut:  

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi 

sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Meningkatnya pemerataan ekonomi daerah.  

3. Meningkatnya nilai tambah dan lapangan kerja.  

4. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat berkelanjutan.  
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Tujuan II. Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial 

yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap 

Bencana dan Perubahan Iklim  

Membangun lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang 

berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan 

perubahan iklim diarahkan pada keberlanjutan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada sektor 

primer pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu, diarahkan pada 

pengurangan risiko bencana yang dapat menimbulkan kehilangan, 

kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila 

tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial. 

2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim. 

 
Tujuan III. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing: 

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat 

dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui 

pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.  Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai 

berikut:  

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing.  

2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.  
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Tujuan IV. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung 

pelayanan dasar dan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.  

2. Meningkatnya penyediaan infrastruktur ekonomi.  

 
Tujuan V. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi 

Birokrasi  

Pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel merupakan 

tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu kinerja 

pelayanan publik dan reformasi birokrasi harus terus diupayakan oleh 

pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal 

ini juga perlu untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun dunia 

usaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan 

dicapai adalah terwujudnya kualitas tata kelola penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan 

serta partisipatif.  

 
Tujuan VI. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah  

Keuangan Daerah merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan suatu daerah 

dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diperoleh daerah yang bersangkutan melalui optimalisasi sumber-

sumber pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

maka sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan 

daerah.  
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Tujuan VII. Meningkatkan Daya Saing Daerah  

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan 

unggulan daerah yang diukur dengan beberapa aspek, diantaranya 

kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, iklim investasi maupun kualitas sumber daya manusia. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah.  

2. Meningkatnya iklim berinvestasi.  

3. Tersedianya fasilitasi wilayah.         

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten 

Lembata Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.                                                                                                  
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Tabel IV.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 

No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan 

 
1 Meningkatnya 

Daya Dukung 
dan Kualitas 
Sumber Daya 
Ekonomi sebagai 
Modalitas bagi 
Pembangunan 
Ekonomi yang 
Berkelanjutan 

1 Laju pertumbuhan 
ekonomi (%) 

1,53 2,5-3 3,0-5 4-5,5 5,5-6,75 5,5-6,75 

 
 2 Laju inflasi (%) 0,16 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02 

 
 3 PDRB per kapita (Rp. Juta) 14,43 15,74 16,39 17,04 17,68 17,68 

 

 4 Kontribusi sektor 
pertanian, kehutanan dan 
perikanan terhadap PDRB 
(%) 

35,61 35,83 36,15 36,32 36,75 36,75 

 

2 Meningkatnya 

Pemerataan 

Ekonomi Daerah 

1 Persentase penduduk di 
bawah garis kemiskinan 
(%) 

26,21 26,12 26,07 26,03 25,99 25,99 

 
 2 Indeks keparahan 

kemiskinan (point) 
1,32 1,31 1,26 1,21 1,11 1,11 

 
  3 Indeks kedalaman 

kemiskinan (point) 
5,64 5,21 4,7 4,01 3,6 3.6 

 
  4 Indeks gini (point) 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 
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No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3 Meningkatnya 

Nilai Tambah dan 

Lapangan Kerja 

1 Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (%) 

52,23 55,69 59,37 63,30 67,50 67,50 

2 Tingkat Pengangguran 
Terbuka (%) 

4,94 4,05 3,20 2,52 2,00 2,00 

  

3 Kontribusi industri 
pengolahan terhadap PDRB 
(%) 

0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 

 

4 Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan 

Masyarakat 

Berkelanjutan 

1 Penguatan cadangan 

pangan (%) 

 60 62,0 64,5 66,5 68,0 68,0 

2 Luas lahan pertanian 
berkelanjutan dan 
cadangan lahan pertanian 
berkelanjutan (ha) 

 300 500 700 900 1.100 1.100 

3 Ketersediaan energi (2.200 
kkal/kap/hari)  

174,5  175,0 175,5 176,0 176,5 176,5 

 
4 Ketersediaan protein (57 

gram/kap/hari) 
185,5  190,0 190,5 191,0 191,5 191,5 

 
5 Skor pola pangan harapan 

(point) 
82,40 82,75 82,95 83,15 83,30 83,30 
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No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Membangun Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim 

 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Lingkungan 
Sosial 

1 Indeks kualitas lingkungan 
hidup (point) 

74,87 75,35 75,82 75,90 75,98 75,98 

2 Persentase pengurangan 
sampah 

78,14 79,00 79,25 79,60 79,85 79,85 

3 Angka kriminalitas 
tertangani (point)  

8,6 10,1 11,5 12,9 14,3 14,3 

2 Meningkatnya 
Ketangguhan 
Bencana Daerah 
dan Adaptasi 
terhadap 
Perubahan Iklim 

1 Indeks risiko bencana 
(point) 
 

147 147 140 138 135 135 

III Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

 

1 Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berkualitas dan 
Berdaya Saing 

1 Indeks Pembangunan 
Manusia (point)  

64,75 69,02 69,89 70,01 70,50 70,50 

2 Angka melek huruf (%) 100 100 100 100 100 100 

3 Rata-rata lama sekolah 
(tahun) 

8,01 8,21 8,30 8,38 8,46 8,46 

 
 

 
4 Usia harapan hidup (%) 67,07 67,57 68,60 70,35 72,40 72,40 
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No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
5 Prevelensi stunting (%) 23,3 12,00 11,50 11,00 10,00 10,00 

 
2 Meningkatnya 

Perlindungan 
Sosial bagi 
Seluruh 
Penduduk 

1 Persentase penduduk yang 
tercakup jaminan sosial 

92 100 100 100 100 100 

 

2 Persentase PMKS yang 
ditangani 

70 71,5 71,75 72,20 72,85 72,85 

IV Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

 
1 Meningkatnya  

Penyediaan 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 

1 Jumlah rumah layak huni 
yang dibangun 

1.681 125 125 125 125 2.181 

 
 2 Persentase rumah tinggal 

bersanitasi (%) 
62,12 65,60 67,63 70,00 74,85 74,85 

 

2 Meningkatnya  
Penyediaan 
Infrastruktur 
Ekonomi 

1 Proporsi panjang jaringan 
jalan dalam kondisi baik 
(point) 

0,46 0,47 0,49 0,52 0,55 0,55 

 
 2 Persentase saluran irigasi 

dalam kondisi baik (%) 
73,50 73,70 73,98 74,28 74,61 74,61 

 
 3 Persentase penduduk 

berakses air minum (%) 
73,00 75,00 80,00 81,00 85,00 85,00 
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No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 

 
1 Terwujudnya 

Kualitas Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik yang 
Efektif, 
Akuntabel, 
Transparan serta 
Partisipatif 

1 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

 
 2 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (point)  
72,84 77,80 82,65 88,30 90,50 90,50 

 
 3 Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (point) 
48,91  49,21 49,36  49,52  49,67  49,67 

 

 4 Nilai Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(point) 

2.761 2.756,36 2.754,05 2.751,73 2.749,42 2.749,42 

VI Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah 

 

1 Meningkatnya 
Pendapatan 
Daerah 

1 Persentase PAD terhadap 
Pendapatan (%) 5,26 5,32 5,36 5,64 5,94 5,94 

VII Meningkatkan Daya Saing Daerah 

 

1 Meningkatnya 
Kemampuan 
Ekonomi Daerah 

1 Persentase pengeluaran 
konsumsi non pangan 
perkapita 

 46,21 50,47  52,74  78,20  117,67 117,67  

 
  2 Rasio Ketergantungan (%) 65,28 74,06 77,25 80,33 83,42 83,42 

 
  3 Nilai Tukar Petani (point) 102,69 108,48 111,45 114,43 117,40 117,40 
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No. Sasaran Indikator Base line 

data 

Tahun Kondisi 

Pada Akhir 

Tahun 

Perencanaan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2 Meningkatnya 
Iklim 
Berinvestasi 

1 Jumlah nilai investasi 
(miliar rupiah)    329     60,5   70,5   80,5   90  90 

 
3 Tersedianya 

Fasilitas Wilayah 
1 Jumlah orang yang 

terangkut angkutan umum 
10.252 103.052 280.732 285.777 290.386 290.386 

 

  2 Jumlah barang yang 
terangkut angkutan umum 
(ton) 

35.264 45.937 78.231 80.276 83.472 83.472 
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4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan RPD 

Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan 

antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.  

 

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 

RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema 

RKP Tahun 2025 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang 

Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) arah kebijakan dan 4 

(empat) fokus kebijakan fiskal sebagai berikut: 

 

8 (delapan) Arah Kebijakan RKP Tahun 2024: 

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,  

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan 

4. Penguatan daya saing 

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy  

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas 

7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN) 

8. PelaksanaanPemilihanUmum (Pemilu) 2024 

 

4 (empat) Kebijakan Fiskal RKP Tahun 2024: 

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem; 

2. Penurunan stunting; 

3. Pengendalian inflasi; dan 

4. Peningkatan investasi. 

 

(7) tujuh prioritas nasional sebagai berikut; 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan 

berkeadilan; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan; 

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar; 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim; dan 

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 

 



      P e m e r i n t a h   K a b u p a t e n    L e m b a t a 
 

 Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024 - Bab IV IV-12 

 

 

8 (delapan) sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, antara lain meliputi:   

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%;  

b. Tingkat Inflasi sebesar 1,5-3,5%; 

c. Tingkat Kemiskinan 6,5-6,7%; 

d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27%; 

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5-5,7%;  

f. Indeks Gini sebesar 0,375-0,377 point;  

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02 point; 

h. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110 point; dan 

i. Nilai Tukar Petani 105-108 point. 

 

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024 

RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan tahun pertama atau tahun transisi 

setelah berakhirnya periode RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RKPD 

Provinsi NTT Tahun 2024 menyusung tema “Penguatan Ekonomi dan 

Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”,  

Dengan menitikberatkan pada 6 (enam) prioritas daerah yaitu: 

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan sosial 

2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 

3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 

4. Reformasi Birokrasi 

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro 

provinsi sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel IV.2 

Indikator Makro Provinsi NTT 

Indikator Makro Target 2024 

Pertumbuhan ekonomi 4,55-5,35% 

Tingkat kemiskinan 20-19,63% 

Indeks Pembangunan Manusia 66,58-66,73 Point 

Tingkat Pengangguran Terbuka 3,37-2,66% 

Indeks Gini 0,336-0,338 Indeks 

Tingkat pengangguran terbuka 2,51-2,35% 

Prevelensi Stunting 12-10% 
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4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai 

upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan 

memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 serta 

memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan 

nasional Tahun 2024 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 

maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 mengusung tema RKPD 

Tahun 2024 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan 

Ekonomi Berbasis Daya saing Daerah”.  dengan 3 (tiga) arah kebijakan 

RKPD dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024. 

 

3 (tiga) arah kebijakan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024: 

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta 

penurunan stunting.  

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

3. Reformasi Birokrasi.  

 

4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek 

lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 

2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 

3. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah 

4. Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas kamtibmaspol 

 

Rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 tersebut 

dijabarkan ke dalam fokus-fokus pembangunan sebagai berikut : 

1. Prioritas I Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan 

aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana dengan fokus : 

a. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar: jalan strategis menuju pusat-

pusat kawasan dan pusat-pusat produksiPengembangan rumah layak huni 

dan penataan kawasan pemukinan. 

b. Pembangunan Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman. 

c. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi 

intra pemerintah. 

d. Penyediaan rumah layak huni beserta prasarana dan sarana utilitas umum. 

e. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup.  

f. Penguatan  mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim. 
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2. Prioritas II Pembangunan SDM yang berkualitas dan bedaya saing dengan 

fokus: 

a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar 

(sarana dan prasarana, kualitas guru) serta penyediaan layanan pendidikan 

dalam rangka pengentasan kemiskinan.  

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pelayanan 

kesehatan masyarakat dan akreditasi fasiltas layanan kesehatan.  

c. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.  

d. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan 

peran kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga) dalam 

pembangunan. 

e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (PMKS, 

distabilitas, lansia) 

f. Peningkatan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.  

g. Pengembangan Literasi melalui layanan perpustakaan berbasis inklusif. 

 

3. Prioritas III Peningkatan ketahanan ekonomi daerah dengan fokus: 

a. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan 

yang ideal. 

b. Pengembangan kapasitas petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, 

pengolahan hasil dan pemasaran  produk. 

c. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran 

serta pengembangan ekonomi kreatif. 

d. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi dan 

perindustrian serta peningkatan perlindungan konsumen. 

e. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dan pengembangan investasi. 

f. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja. 

 

4. Prioritas IV Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas 

kamtibmaspol dengan fokus: 

a. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan, desa/kelurahan. 

b. Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan daerah dan 

kewilayahan. 

c. Peningkatan kapasitas dan kompotensi ASN. 

d. Penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan 

serta penelitian dan pembangunan daerah. 

e. Peningkatan  pelayanan kependudukan yang cepat. 

f. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang aman dan tertib. 

Rumusan prioritas RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024 diharapkan mampu 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian 

indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2024 yaitu: 
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Tabel. IV.4 
Indikator Makro Kabupaten Lembata 

Indikator Makro Target 2024 

Pertumbuhan ekonomi 3,0-5 % 

Inflasi 0,05 % 

Indeks Gini 0,42  

Tingkat kemiskinan 26,07 % 

Indeks Pembangunan Manusia 69,89 

Tingkat pengangguran terbuka 3,2 % 

Prevelensi stunting 17,00 % 

 

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata 

sebagaimana tabel berikut. 

 
Tabel. IV.5 

Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan 
 Kabupaten Lembata Tahun 2024 

No Indikator Makro Target RKP 
Target RKPD 

Provinsi NTT 

Target RKPD 

Kabupaten 

Lembata 

1 Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7% 4,55-5,35% 3,0-5% 

2 Inflasi 1,5-3,5% 0,51-1,5% 0,05% 

3 Indeks Gini 0,375-0,377 
Indeks 

0,336-0,338 
Indeks 

0,42 Indeks 

4 Tingkat kemiskinan 6,5-7,5% 20-19,63% 26,07% 

5 Indeks Pembangunan 

Manusia 

73,99-74,02 
Poin 

66,58-66,73Poin 69,89 Poin 

6 Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

5 – 5,7%. 3,37-2,66% 3,2% 

7 Prevelensi stunting 14% 12-10% 17,00% 
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BAB  V 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

 

 

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam 

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian 

bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan 

maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana 

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 

2024 ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan 

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas Plafon 

Anggaran Tahun 2024. Adapun pagu indikatif per Perangkat Daerah untuk 

Perubahan Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut: 

Tabel 5.1 

Pagu Indikatif Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 
  

Perangkat Daerah Pagu 
1 2 

1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN 202.719.771.731  

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 101.433.709.360  

1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 49.555.929.959  

1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 52.872.200.020  

1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN 
DAN PERTANAHAN 

5.632.587.760  

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.240.651.705  

1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.478.244.814  

1.06.2.13.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.692.656.000  

2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK 

3.745.458.260  

2.08.2.14.1.06.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

8.740.941.687  

2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.905.572.757  

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.812.686.755  

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 6.678.803.111  

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.518.189.095  

2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.885.849.195  
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2.18.2.07.3.32.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 

3.105.032.612  

2.22.2.19.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN 4.360.510.787  

2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.290.680.922  

2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.315.063.693  

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 3.929.653.202  

3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 28.543.649.730  

3.32.2.07.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.613.838.466  

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 23.084.019.592  

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23.829.059.642  

5.01.5.05.5.03.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

7.170.379.378  

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 215.079.029.095  

5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.717.523.272  

5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

5.264.912.415  

6.01.5.03.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 6.044.145.614  

7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN NUBATUKAN 11.942.409.403  

7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN LEBATUKAN 2.254.997.858  

7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN OMESURI 2.078.165.886  

7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BUYASURI 2.171.200.302  

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN ATADEI 2.475.250.636  

7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN NAGAWUTUNG 2.380.035.000  

7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN ILE APE 2.087.895.586  

7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN WULANDONI 2.159.071.481  

7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN ILE APE TIMUR 1.906.332.670  

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 22.332.397.034  

Total 852.048.506.485  
 

Rincian pagu belanja sub kegiatan, kegiatan dan program masing-

masing Perangkat Daerah dapat di lihat pada lampiran PERUBAHAN 

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. 

LEMBATA TAHUN 2024 , bisa di akses melalui SIPD RI dan bitly 

http://bit.ly/BidangDalevbapp . 

 
 
 
 
  

http://bit.ly/BidangDalevbapp
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 

Perubahan RKPD Tahun 2024 berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPD 2023-2026. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta 

Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, 

Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Rancangan APBD dan 

acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk 

mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut 

serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang 

terkait, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lembata dan para pelaku 

pembangunan di Lembata, berkewajiban untuk melaksanakan semua 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 

2024, secara sinergis dan terintegrasi. 

2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia 

usaha komunitas swadaya perlu terus digali dan didorong untuk dapat 

berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas 

pelaksanaan pembangunan. 

3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, 

Bappelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut 

pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD 

Tahun 2024 menjadi dasar bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 

2024 

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 

2024 Perubahan RKPD 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA 

Perubahan APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS Perubahan APBD) Tahun 
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Anggaran 2024 hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten 

Lembata. 

5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi 

pelaksanaan program program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang 

pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya 

yang sah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyempurnakan 

Perubahan Renja masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana 

kegiatan Tahun 2024. 

6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas 

dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Organisasi Perangkat 

Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

Perubahan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan 

hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Bappelitbangda 

Kabupaten Lembata; 

7. Perubahan RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai 

sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan 

dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip prinsip koordinasi,  

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

 

Ditetapkan di Lewoleba 

pada tanggal,  02 Agustus  2024 
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